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dan para teman-temanku yang selalu memberikan dukungan;
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5. Almamater tercinta Fakultas llmu Sosial dan lImu Politik Universitas Jember.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

MOTO

“Apabila dikatakan kepadamu: “Berlapang-lapanglah dalam majelis”, maka
lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila
dikatakan: Berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan

orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu
pengetahuan beberapa derajat.”

(terjemahan Surat Al-Mujadilah ayat 11)”

" Departemen Agama Republik Indonesia. 2010. Al Qur’an dan Terjemahannya.
Bandung: Sinar Baru Algensindo.
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PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
nama : Siska Tri Noer Aisah
NIM : 140903101055
menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Laporan Tugas Akhir yang berjudul
“Prosedur Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) Final Atas Sewa
Lahan Pada PT Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember” adalah benar-
benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya,
belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya
bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap
ilmiah yang harus dijunjung tinggi.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan
dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika

ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 21 April 2017

Yang menyatakan,

Siska Tri Noer Aisah
NIM 140903101055
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Dosen Pembimbing,

Yeni Puspita, S.E.,M.E.
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PENGESAHAN

Laporan Tugas Akhir berjudul “Prosedur Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 4
Ayat (2) Final Atas Sewa Lahan Pada PT Perkebunan Nusantara X Kebun
Kertosari Jember” telah diuji dan disahkan pada:

hari, tanggal : Jum’at, 21 April 2017

tempat : Fakultas IImu Sosial dan IImu Politik Universitas Jember

Tim Penguiji :

Ketua,

Drs. Didik Eko Julianto, M.AB.
NIP. 196107221989021001

Sekretaris, Anggota,
Yeni Puspita, S.E., M.E. Yuslinda Dwi Handini, S.Sos., M.AB.
NIP. 198301012014042001 NIP. 197909192008122001
Mengesahkan,
Dekan,

Dr. Ardiyanto, M.Si.
NIP. 195808101987021002
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RINGKASAN

Prosedur Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) Final Atas Sewa
Lahan Pada PT Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember; Siska
Tri Noer Aisah, 140903101055; 2017: 103 halaman; Program Studi Diploma I1I

Perpajakan Fakultas llmu Sosial dan lImu Politik Universitas Jember.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi pajak adalah
kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang
bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan
imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat.

PT Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember merupakan salah
satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dibidang produksi yang
ikut memberikan kontribusi dalam peningkatan sektor pajak, yang menerapkan
With Holding System, dimana pihak ketiga (pemberi penghasilan) sendiri
diberikan wewenang oleh fiskus untuk melakukan pemotongan pajak kepada
pihak lain yang menerima penghasilan, sebesar jumlah pajak yang terhutang.
Lahan yang di miliki PT Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember sendiri
dari Kabupaten Jember sampai Kabupaten Bondowoso seluas 580 Ha, berupa
gudang pengering, gudang pengolah, rumah dinas, dan lahan untuk penanaman
tanaman kakao, dimana lahan yang dimiliki PT Perkebunan Nusantara X Kebun
Kertosari Jember tidak ada yang dibuat untuk penanaman tembakau, karena lahan
yang dimiliki terlalu keras dan tidak cocok untuk di tanami tembakau. Maka dari
itu PT Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember melakukan penyewaan
lahan kepada masyarakat-masyarakat sekitar untuk lahan penanaman tembakau
sebanyak 365 lahan untuk bulan Januari 2017.

Hal ini PT Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember selaku

penyewa memiliki kewajiban untuk memotong pajak atas penyewaan lahan.

vii
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Penghitungan mengenai penghasilan yang diperoleh dari penyewaan tanah
dan/atau bangunan sebagimana sudah dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No
29 Tahun 1996 telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2002,
dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final dengan tarif 10% dari jumlah
bruto nilai persewaan. Final dalam hal ini tidak dapat dikreditkan dengan Pajak
Penghasilan terutang dalam tahun pajak berikutnya.

Berdasarkan data yang diperoleh diketahui bahwa setiap bulannya PT
Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember dalam memotong Pajak
Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final atas sewa tanah dan/atau bangunan terbilang
cukup besar nominalnya, yaitu untuk bulan November 2016 sebesar Rp
188.220.333 dari Nilai Objek Pajak (NOP) sebesar Rp 1.882.203.330, untuk bulan
Desember 2016 sebesar Rp 318.477.166 dari Nilai Objek Pajak (NOP) sebesar Rp
3.184.771.660, dan untuk bulan Januari 2017 sebesar Rp 236.267.556 dari Nilai
Objek Pajak (NOP) sebesar Rp 2.362.675.560.

Sebagaimana kewajiban PT Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari
Jember selaku penyewa lahan selain memiliki kewajiban untuk memotong pajak
juga melakukan penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat (2) Final
terutangnya paling lambat tanggal 10 bulan takwin berikutnya ke Bank Persepsi
atau Kantor Pos dan Giro, dan melakukan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh)
Pasal 4 ayat (2) Final terutang paling lambat tanggal 20 bulan takwin berikutnya
ke Kantor Pelayanan Pajak.

Dilaksanakan dengan Surat Tugas Nomor 634/UN25.1.2/SP/2017,
Diploma 11l Perpajakan Jurusan Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan

limu Politik, Universitas Jember.
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PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya

sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir yang berjudul

“Prosedur Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) Final Atas Sewa

Lahan Pada PT Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember”. Laporan ini

disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Diploma IlI

pada Program Studi Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial

dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penyusunan Laporan Tugas Akhir ini tidak lepas dari bantuan berbagai

pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1.

Dr. Ardiyanto, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Iimu Politik
Universitas Jember;

Dr. Edy Wahyudi, S.Sos., M.M., selaku Ketua Jurusan llmu Administrasi
Fakultas 1lmu Sosial dan llmu Politik Universitas Jember;

Drs. Sugeng Iswono, M.A., selaku Ketua Program Studi Diploma Il
Perpajakan Fakultas llmu Sosial dan lImu Politik Universitas Jember;
Yuslinda Dwi Handini, S.Sos., M.AB., selaku Dosen Supervisi yang telah
memberikan arahan dan bimbingan dalam menjalankan Praktek Kerja Nyata;
Yeni Puspita, S.E.,M.E., selaku Dosen Pembimbing Laporan Tugas Akhir,
yang telah memberikan masukan, bimbingan, pengarahan, dan koreksi dalam
penyusunan laporan ini;

Drs. Abdul Kholig Azhari., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Akademik;
Segenap Dosen dan karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan 1lmu Politik
Universitas Jember, penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas
ilmu yang diberikan selama penulis menjadi mahasiswa di D11l Perpajakan;
Untung Mulyono, S.E., selaku General Manager yang telah mengijinkan
penulis untuk melakukan Praktek Kerja Nyata di PT Perkebunan Nusantara X

Kebun Kertosari Jember;
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Ardian Widi Nugroho, S.E., selaku Manajer Keuangan SDM dan Umum di PT
Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember;

Karmaji, S.T., selaku Asisten Manajer SDM di PT Perkebunan Nusantara X
Kebun Kertosari Jember;

Wedy Yunanto, S.H., selaku Asisten Manager Aset di PT Perkebunan
Nusantara X Kebun Kertosari Jember;

Dedy Krisna, S.E., selaku bendahara di PT Perkebunan Nusantara X Kebun
Kertosari Jember yang membimbing dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata;
Seluruh staf dan karyawan di PT Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari
Jember yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Praktek Kerja
Nyata;

Seluruh keluarga besarku, terutama bapak dan ibu ku tercinta, terimakasih atas
do’a, semangat dan dukungan yang diberikan selama ini;

Semua teman-temanku, Diploma Il Perpajakan angkatan 2014 semoga
perjuangan Kita akan selalu berlanjut; dan

Semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya Laporan Praktek
Kerja Nyata yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi

kesempurnaan laporan ini. Akhirnya penulis berharap, semoga laporan ini dapat

bermanfaat.

Jember, 21 April 2017

Penulis
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BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang saat ini giat
melaksanakan peningkatan pembangunan di segala bidang, khususnya
Pembangunan Nasional. Pembangunan Nasional sangatlah penting dan harus
diperhatikan dengan serius oleh pihak pemerintah maupun pihak masyarakat
sendiri, karena Pembangunan Nasional merupakan kegiatan yang berlangsung
terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan
kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Agar terealisasikannya tujuan
tersebut sangat perlu memperhatikan masalah-masalah dalam pembiayaan
pembangunan. Maka usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau
negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu dengan menggali sumber dana dari
dalam negeri berupa pajak. Pajak memiliki peran yang sangat vital karena pajak
menyumbang sekitar 70% dari seluruh penerimaan negara, yang berguna untuk
membiayai pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan seperti fungsi
anggaran, fungsi mengatur, fungsi stabilitas, dan fungsi retribusi pendapatan,
tanpa pajak kehidupan negara tidak akan bisa berjalan dengan baik. Menurut
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada
negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa
berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung
dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Sistem perpajakan di Indonesia telah mengalami reformasi dimana sistem
perpajakan Indonesia menganut sistem campuran, yaitu Official Assessment, Self
Assessment, dan With Holding System. With Holding System adalah sistem
pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiksus
bukan juga wajib pajak yang bersangkutan), untuk menentukan besarnya pajak
terhutang yang harus ditanggung oleh wajib pajak. Menurut Undang-Undang

Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal
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1 ayat (3), Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan
kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang
meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha
milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa
pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan,
organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan
bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
Wajib Pajak Badan adalah Badan seperti yang dimaksud pada UU KUP, meliputi
pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan
kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan atau memiliki kewajiban subjektif dan kewajiban objektif serta telah
mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

PT Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember merupakan salah
satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dibidang produksi yang
ikut memberikan kontribusi dalam peningkatan sektor pajak. Jenis pajak yang
dipungut PT Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember, yaitu Pajak Bumi
dan Bangunan (PBB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan Pasal
21, Pajak Penghasilan Pasal 23, dan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final.
Produk utama yang dihasilkan adalah tembakau, sedangkan produk sampingannya
kakao. Lahan yang di miliki PT Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember
sendiri dari Kabupaten Jember sampai Kabupaten Bondowoso seluas 580 Ha,
berupa gudang pengering, gudang pengolah, rumah dinas, dan lahan untuk
penanaman tanaman kakao, dimana lahan yang dimiliki PT Perkebunan Nusantara
X Kebun Kertosari Jember tidak ada yang dibuat untuk penanaman tembakau,
karena lahan yang dimiliki terlalu keras dan tidak cocok untuk di tanami
tembakau. Maka dari itu PT Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember
melakukan penyewaan lahan kepada masyarakat-masyarakat sekitar untuk lahan
penanaman tembakau sebanyak 365 lahan untuk bulan Januari 2017.

Hal ini penulis memfokuskan membahas tentang Pajak Penghasilan Pasal
4 ayat (2) Final atas sewa tanah dan/atau bangunan. Menurut Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1996 Tentang Pembayaran Pajak
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Penghasilan Atas Penghasilan Dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan
sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 5 Tahun 2002, penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan yang
diterima atau diperoleh dari penyewa yang bertindak atau ditunjuk sebagai
Pemotong Pajak, wajib dipotong Pajak Penghasilan oleh penyewa. Namun, dalam
hal penyewa bukan sebagai Pemotong Pajak maka Pajak Penghasilan yang
terutang wajib dibayar sendiri oleh orang pribadi atau badan yang menerima atau
memperoleh penghasilan. Besarnya Pajak Penghasilan yang wajib dipotong atau
dibayar sendiri adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto nilai
persewaan tanah dan/atau bangunan dan bersifat final.

Tercatat data grafik pemotongan sewa lahan yang dilakukan PT
Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember untuk bulan November 2016,

Desember 2016, dan Januari 2017 sebagai berikut.

Rp3,500,000,000
Rp3,000,000,000 N
Rp2,500,000,000 / \\
Rp2,000,000,000 /

Rp1,500,000,000

Rp1,000,000,000

Rp500,000,000
Rp-
Nov-16 Des-2016 Jan-17
== Nilai Objek Pajak Rp1,882,203,330 Rp3,184,771,660 Rp2,362,675,560
== PPh yang Dipotong Rp188,220,333 Rp318,477,166 Rp236,267,556

Gambar 1.1 Grafik Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas Sewa Lahan PT
Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember. (Sumber: Bagian

Perpajakan PT Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember, 2017)

Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa setiap bulannya PT Perkebunan
Nusantara X Kebun Kertosari Jember dalam memotong Pajak Penghasilan Pasal 4
ayat (2) Final atas sewa tanah dan/atau bangunan terbilang cukup besar
nominalnya, yaitu untuk bulan November 2016 sebesar Rp 188.220.333 dari Nilai
Objek Pajak (NOP) sebesar Rp 1.882.203.330, untuk bulan Desember 2016
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sebesar Rp 318.477.166 dari Nilai Objek Pajak (NOP) sebesar Rp 3.184.771.660,
dan untuk bulan Januari 2017 sebesar Rp 236.267.556 dari Nilai Objek Pajak
(NOP) sebesar Rp 2.362.675.560, maka dari itu penulis tertarik untuk mengetahui
serangkaian proses pemotongan pajak yang dilakukan oleh PT Perkebunan
Nusantara X Kebun Kertosari Jember dalam hal kewajiban perpajakan Pajak
Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final atas Sewa Lahan untuk Penanaman Tambakau,
namun selain dilakukan kegiatan Pemotongan hal ini juga berhubungan dengan
kegiatan Penyetoran dan Pelaporan Pajak, sehingga penulis memutuskan untuk
menulis Laporan Tugas Akhir dengan judul “Prosedur Pemotongan Pajak
Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) Final Atas Sewa Lahan Pada PT Perkebunan

Nusantara X Kebun Kertosari Jember.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana Prosedur Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final

atas Sewa Lahan pada PT Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember?
1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata (PKN)

Laporan Praktek Kerja Nyata merupakan salah satu syarat yang wajib
dilaksanakan oleh mahasiswa untuk menyelesaikan studi Program Studi Diploma
Il Perpajakan Jurusan Illmu Administrasi Fakultas llmu Sosial dan IImu Politik
Universitas Jember. Setiap kegiatan dilaksanakan tentunya mempunyai tujuan dan
manfaat, yaitu sebagai berikut:

1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata (PKN)

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) pada PT Perkebunan Nusantara X

Kebun Kertosari Jember secara umum bertujuan untuk:

a. Mengetahui dan memahami secara Prosedur Pemotongan Pajak Penghasilan
Pasal 4 ayat (2) Final atas Sewa Lahan pada PT Perkebunan Nusantara X
Kebun Kertosari Jember; dan

b. Memperoleh pengalaman di lapangan yang berkaitan dengan administrasi
perpajakan khususnya Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final

atas Sewa Lahan pada PT Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember.
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1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata (PKN)

Manfaat dari Laporan Praktek Kerja Nyata adalah sebagai berikut:

a. Bagi Mahasiswa

1)

2)

3)

Menambah wawasan dan pengetahuan lebih jelas mengenai Prosedur
Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final atas Sewa Lahan;
Menambah pengetahuan sebagai penerapan ilmu yang telah diperoleh
selama menempuh pendidikan di Program Studi Diploma Ill Perpajakan
Fakultas 1lmu Sosial dan llmu Politik Universitas Jember; dan
Memperoleh pengalaman kerja, dan menambah keterampilan yang
berkaitan tentang Prosedur Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2)

Final atas Sewa Lahan.

b. Bagi Universitas

1)

2)

3)

Sebagai bahan penilaian perkembangan kegiatan belajar mengajar pada
perkuliahan di Universitas Jember khususnya pada Program Studi
Diploma Il Perpajakan Fakultas lImu Sosial dan IImu Politik;

Universitas akan dapat meningkatkan kualitas lulusannya melalui
pengalaman Praktek Kerja Nyata (PKN); dan

Sebagai sarana untuk menjembatani antara perusahaan atau instansi dan
Universitas Jember untuk meningkatkan hubungan kerjasama, baik yang

bersifat akademis maupun non akademis.

c. Bagi Perusahaan atau Instansi yang bersangkutan

1)

2)

Adanya kerjasama antara dunia pendidikan dengan dunia perusahaan atau
instansi sehingga perusahaan tersebut dikenal oleh kalangan akademis; dan
Perusahaan akan mendapat bantuan tenaga dari mahasiswa-mahasiswa

yang melakukan Praktek Kerja Nyata (PKN).

d. Bagi Stakeholder

1)

2)

Memberikan informasi tentang Prosedur Pemotongan Pajak Penghasilan
Pasal 4 ayat (2) Final khususnya bagi pengusaha yang melakukan
penyewaan lahan dan/atau bangunan; dan

Memberikan pelayanan perpajakan kepada pengusaha.
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Prosedur

Menurut Susanto (2004:198), Prosedur adalah rangkaian aktifitas atau
kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang dengan cara yang sama. Menurut
Nafarin (2007:9), Prosedur adalah urutan-urutan seri tugas yang saling berkaitan
dan dibentuk guna menjamin pelaksanaan kerja yang seragam. Menurut Mulyadi
(2008:5), Prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan
beberapa orang dalam satu departemen atau lebih yang dibuat untuk menjamin
penanganan secara seragam terhadap transaksi organisasi yang terjadi berulang-
ulang. Berdasarkan uraian mengenai definisi prosedur tersebut, maka dapat
disimpulkan bahwa prosedur adalah suatu urutan langkah-langkah pemrosesan
data atau urutan kegiatan secara sistematis dan jelas yang melibatkan beberapa
orang dalam satu departemen atau lebih yang dibuat untuk menjamin penanganan

secara seragam terhadap suatu transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang.

2.2 Pengertian Pemotongan dan Pemungutan
a. Pengertian Pemotongan

Pemotongan pajak dapat diartikan sebagai kegiatan memotong sebesar pajak
yang terutang dari keseluruhan pembayaran yang dilakukannya. Pemotongan
dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan pembayaran terhadap penerima
penghasilan. Pihak pembayar bertanggungjawab atas pemotongan dan penyetoran
serta pelaporannya. Misalnya, pemotongan untuk Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat
(2), Pasal 21/26, Pasal 23/26 (http://www.bppk.kemenkeu.go.id).

b. Pengertian Pemungutan

Pemungutan pajak adalah kegiatan memungut sejumlah pajak yang terutang
atas suatu transaksi. Pemungutan pajak akan menambah besarnya jumlah
pembayaran atas perolehan barang. Misalnya, pemungutan untuk PPN dan
PPnBM (http://www.bppk.kemenkeu.go.id).
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2.3 Konsep Perpajakan
2.3.1 Pengertian Pajak

Definisi pajak menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2011:1) adalah iuran
rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan)
dengan tiada jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan
yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Menurut Andriani dalam
Waluyo (2007:2) pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dipaksakan)
yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum
(undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat
ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran
umum berhubung tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.
Sedangkan pengertian pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007
Pasal 1 ayat (1) adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi
atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara
bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah salah satu bentuk kontribusi
yang bersifat wajib bagi rakyat kepada negara yang diatur Undang-Undang berupa
pembayaran iuran secara berkala atas dasar tertentu yang akan menjadi
penerimaan negara yang selanjutnya akan dikelola untuk membiayai proses

pembangunan negara.

2.3.2 Fungsi Pajak
Fungsi pajak menurut Mardiasmo (2011:1) adalah sebagai berikut:
a. Fungsi budgetair
pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-
pengeluarannya.
b. Fungsi mengatur (regulerend)
pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan

pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.
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2.3.3 Subjek Pajak, Objek Pajak, dan Wajib Pajak
Pengertian Subjek Pajak, Objek Pajak dan Wajib Pajak menurut
Mardiasmo (2011) adalah sebagai berikut:
a. Subjek pajak
orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
b. Objek pajak
bentuk kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi ataupun badan yang dapat
menimbulkan hutang pajak.
c. Wajib pajak
orang pribadi atau badan yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perudang-undangan perpajakan daerah
yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak terutang, termasuk

pemungut atau pemotong pajak.

2.3.4 Pengelompokan Pajak
Pajak dapat dikelompokkan berdasarkan golongan, sifat, dan lembaga
pemungutnya menurut Mardiasmo (2011:5) adalah sebagai berikut:
a. Menurut golongannya
1) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak
dan tidak dapat dibedakan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh:
Pajak Penghasilan; dan
2) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibedakan atau
dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.
b. Menurut sifatnya
1) Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada
subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh:
Pajak Penghasilan;
2) Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa
memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Pertambahan

Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
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C.

Menurut lembaga pemungutannya

1)

2)

Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan
digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. Contoh: Pajak
Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang
Mewah, dan Bea Materai.
Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah baik
daerah tingkat | (pajak provinsi) maupun daerah tingkat Il (pajak
kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah
masing-masing. Pajak daerah dibagi menjadi 2 bagian, yaitu:
a) Pajak provinsi, terdiri dari:

(1) Pajak Kendaraan Bermotor;

(2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;

(3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;

(4) Pajak Air Permukaan; dan

(5) Pajak Rokok.
b) Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari

(1) Pajak Hotel,

(2) Pajak Restoran;

(3) Pajak Hiburan;

(4) Pajak Reklame;

(5) Pajak Penerangan Jalan;

(6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

(7) Pajak Parkir;

(8) Pajak Sarang Burung Walet;

(9) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan; dan

(10) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

2.3.5 Tata Cara Pemungutan Pajak

Tata cara pemungutan pajak mengenai stelsel pajak, asas pemungutan

pajak, dan sistem pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2011:6) adalah sebagai

berikut:
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a. Stelsel pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel:

1)

2)

3)

Stelsel nyata (riel stelsel)

Penggenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata),
sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak
yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Kelebihan stelsel
nyata adalah pajak yang dikenakan lebih realistis, sedangkan
kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode
(setelah penghasilan riil diketahui).

Stelsel anggapan (fictieve stelsel)

Penggenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh
undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan
tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan
besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kelebihan stelsel
ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan tanpa harus
menunggu akhir tahun, sedangkan kelemahannya adalah pajak yang
dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

Stelsel campuran

Kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun,
besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir
tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila
besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut
anggaran, maka Wajib Pajak harus menambah, dan sebaliknya jika lebih

kecil kelebihannya dapat diminta kembali.

b. Asas Pemungutan Pajak

1)

Asas domisili (asas tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak
yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari
dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam

negeri.
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2)

3)

11

Asas sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di
wilayahnya tanpa memperhitungkan tempat tinggal Wajib Pajak.

Asas kebangsaan

Pengenakan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

Sistem Pemungutan Pajak

1)

2)

3)

Official Assessment System
Suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada
pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh
wajib pajak. Ciri-cirinya:
a) wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus;
b) wajib pajak bersifat pasif; dan
c) utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh
fiskus.
Self Assessment System
Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada
Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-
cirinya:
a) wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib
Pajak sendiri;
b) wajib Pajak aktif, mulai menghitung, menyetor, dan melaporkan
sendiri pajak yang terutang; dan
c) fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.
With Holding System
Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada
pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan)
untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-
cirinya: wewenang menentukan besarnya pajak ynag terutang ada pada

pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.
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2.3.6 Tarif Pajak
Tarif pajak menurut Mardiasmo (2011:9) terbagi menjadi 4 macam, yaitu
sebagai berikut:
a. Tarif sebanding/proporsional
Tarif berupa persentase yang tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenai
pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsinya terhadap besarnya
nilai yang dikenai pajak. Contoh: untuk penyerahan Barang Kena Pajak
didalam daerah pabean akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%.
b. Tarif tetap
Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang
dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap. Contoh: besarnya
tarif Bea Materai untuk cek dan bilyet giro dengan nilai nominal berapapun
adalah Rp 3.000,00.
c. Tarif progresif
Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak
semakain besar. Contoh: pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan untuk
Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.
Tabel 2.1 Lapisan Penghasilan Kena Pajak

Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000,00 5%
Diatas Rp 50.000.000,00 s.d. Rp 250.000.000,00 15%
Diatas Rp 250.000.000,00 s.d. Rp 500.000.000,00 25%
Diatas Rp 500.000.000,00 30%
Menurut kenaikan persentase tarifnya, tarif progresif dibagi:

a. Tarif progresif progresif : kenaikan persentase semakain besar.
b. Tarif progresif tetap : kenaikan persentase tetap.
c. Tarif progresif degresif : kenaikan persentase semakin kecil.

d. Tarif degresif
Persentase yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak
semakin besar. Contoh: seperti bea cukai, hal ini dimaksudkan untuk memicu

agar lebih meningkatkan perdagangan internasional (ekspor dan impor).
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2.4 Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan merupakan komponen dalam penerimaan pajak.
Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat (1), definisi
penghasilan dalam Undang-Undang ini tidak memperhatikan adanya penerimaan
dari sumber tertentu tetapi pada adanya tambahan kemampuan ekonomis.
Tambahan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak merupakan
ukuran terbaik mengenai kemampuan wajib pajak tersebut untuk ikut bersama-
sama memikul biaya yang diperlukan pemerintah untuk kegiatan rutin dan
pembangunan. Menurut Mardiasmo (2011:155) pengertian Pajak Penghasilan
adalah pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang

diterima atau diperolehnya dalam Tahun Pajak.

2.4.1 Subjek Pajak Penghasilan

Mardiasmo (2011:155) menyebutkan bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang menjadi subjek pajak penghasilan
adalah sebagai berikut:
a. 1) Orang pribadi;

2) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang

berhak;
b. Badan; dan
c. Bentuk usaha tetap (BUT).
Subjek pajak dapat dibedakan menjadi:
a. Subjek pajak dalam negeri yang terdiri dari:

1) Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang
berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam
jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu
tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat
tinggal di Indonesia;

2) Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia; dan

3) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang
berhak.
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b. Subjek pajak luar negeri yang terdiri dari:

1) Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau berada di
Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam
jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan
tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau
melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia; dan

2) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di
Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam
jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan
tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau
memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha

atau melakukan kegiatan melalaui bentuk usaha tetap di Indonesia.

2.4.2 Pengecualian Subjek Pajak Penghasilan
Menurut Mardiasmo (2011:158) berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang tidak termasuk subjek pajak penghasilan

adalah sebagai berikut:

a. Badan perwakilan negara asing;

b. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik, dan konsulat atau pejabat-pejabat lain
dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang
bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat
bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau
memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta
negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;

c. Organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan
Menteri Keuangan, dengan syarat:

1) Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut; dan
2) Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh
penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah

yang dananya berasal dari iuran para anggota;
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d. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi Internasioanal yang ditetapkan dengan

Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat bukan warga negara Indonesia

dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk

memperoleh penghasilan dari Indonesia.

2.4.3

Objek Pajak Penghasilan
Menurut Mardiasmo (2011:159) berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 36 Tahun 2008, yang menjadi objek pajak adalah penghasilan,

yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib

Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat

dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang

bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk:

a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima

atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus,

gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali

ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;

b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;

c. Laba usaha;

d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:

1)

2)

3)

4)

keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan
badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya
karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota;
keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran,
pemecahan, atau pengambilalihan usaha;

keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah bantuan atau
sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis
keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan
atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan

oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha,
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pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang
bersangkuaan; dan

5) keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak
penambangan, tanda turut serta dalam pembiyaan, atau permodalan dalam
perusahaan pertambangan;

Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya

dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;

Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan

pengembalian utang;

Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari

perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha

koperasi;

. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak;

Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;

Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;

Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu

yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Keuntungan selisih kurs mata uang asing;

. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;

. Premi asuransi;

luran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri
dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;

. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum
dikenakan pajak;

Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur
mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan

Surplus Bank Indonesia.
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2.4.4 Pengecualian Objek Pajak Penghasilan
Menurut Mardiasmo (2011:161) berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Undang-

Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang tidak termasuk objek pajak penghasilan

adalah sebagai berikut:

a. 1) Bantuan sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat
atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah dan
para penerima zakat yang berhak;

2) Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan
lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau
badan sosial atau pegusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh
Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha pekerjaan,
kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan;

b. Warisan;

c. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti
saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;

d. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang
diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari Wajib
Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib
Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan
norma perhitungan khusus (deemed profit);

e. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan
dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi
dwiguna, dan asuransi beasiswa;

f. Deviden atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas
sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara, atau
Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang
didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:

1) dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
2) bagi perseroan terbatas Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha
Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan

yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

18

jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif di luar
kepemilikan saham tersebut;

luran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah

disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja

maupun pegawai,

. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana

dimaksud pada angka 7, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan

Keputusan Menteri Keuangan;

Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer

yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan,

firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi
kolektif;

Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa

bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha

atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:

1) merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan
dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri
Keuangan; dan

2) sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia;

Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih

lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;

Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang

bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan

pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya, yang
ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan

dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4

(empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur

lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan

. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan

Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut

dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
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2.5 Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2)

2.5.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2)

Pajak penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat (2) menurut Pohan (2014:370)
menjelaskan bahwa pajak penghasilan yang bersifat final, yang artinya bahwa
setelah pelunasannya, kewajiban pajak telah selesai dan penghasilan yang
dikenakan pajak penghasilan final tidak digabungkan dengan jenis penghasilan
lain yang terkena pajak penghasilan yang bersifat tidak final. Undang-Undang
Nomor 36 Tahun 2008 disebutkan bahwa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat
(2) dipotong atas:

a. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan
surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi
kepada anggota koperasi orang pribadi;

b. Penghasilan berupa hadiah undian;

c. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif
yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan
penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh
perusahaan modal ventura;

d. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan,
usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau
bangunan; dan

e. Penghasilan tertentu lainnya yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan

Pemerintah.

2.5.2 Karakteristik Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final
Menurut Pohan (2014:370) karakteristik Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat
(2) Final adalah sebagai berikut:
a. Pengenaannya diatur khusus dengan peraturan pemerintah;
b. Penghasilan yang dikenakan PPh final tidak perlu digabungkan dengan
penghasilan lainnya (dianggap selesai/rampung);
c. Jumlah PPh final yang telah dipotong sendiri atau dipotong oleh pihak lain
tidak dapat dikreditkan;


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

20

d. Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh penghasilan yang dikenakan
PPh final tidak dapat dikurangkan.

2.5.3

Tata Cara Umum Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4
ayat (2) Final

Menurut Pohan (2014) tata cara umum penyetoran dan pelaporan Pajak

Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final adalah sebagai berikut:

a. Penyetoran pajak

1)

2)

3)

Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) yang dipotong oleh Pemotong Pajak
Penghaasilan harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan
berikutnya setelah Masa Pajak berakhir kecuali ditetapkan lain oleh
Menteri Keuangan;

Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) yang harus dibayar sendiri oleh Wajib
Pajak harus disetor paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya
setelah Masa Pajak berakhir kecuali ditetapkan lain oleh Menteri
Keuangan;

Dalam hal tanggal jatuh tempo penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat
(2) bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur
nasional, penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) dapat dilakukan

pada hari kerja berikutnya.

b. Pelaporan pajak

1)

2)

Wajib pajak orang pribadi atau badan, baik yang melakukan pembayaran
pajak sendiri maupun yang ditunjuk sebagai Pemotong atau Pemungut
PPh, wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan
Pasal 4 ayat (2) paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak
berakhir;

Dalam hal batas waktu pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2)
bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional,
penyetoran PPh Pasal 4 ayat (2) dapat dilakukan pada hari kerja
berikutnya.
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2.6 Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final atas Sewa Lahan dan/atau
Bangunan

2.6.1 Pengertian

Penghasilan dari persewahan tanah dan/atau bangunan yang dimaksud
adalah penghasilan persewahan tanah, rumah, rumah susun, aparteman,
kondominium, gedung perkantoran, gedung pertokoan, atau gedung pertemuan
termasuk bagiannya, rumah kantor, toko, gudang dan bangunan industri. Yang
dimaksud dengan jumlah bruto nilai persewaan adalah semua jumlah yang
dibayarkan atau terutang oleh pihak yang menyewa dengan nama dan dalam
bentuk apa pun yang berkaitan dengan tanah dan atau bangunan yang disewa,
termasuk biaya perawatan, biaya pemeliharaan, biaya keamanan dan service
charge baik yang perjanjiannya dibuat secara terpisah maupun yang disatukan

dengan perjanjian persewaan yang bersangkutan (Pohan, 2014:395).

2.6.2 Objek Pemotongan Pajak

Menurut Pohan (2014) menjelaskan objek pemotongan Pajak Penghasilan
Pasal 4 ayat (2) Final seperti penjelasan diatas yaitu penghasilan yang diterima
atau diperoleh orang pribadi atau badan sehubungan dengan persewaan tanah
dan/atau bangunan berupa tanah, rumah, rumah susun, aparteman, kondominium,
gedung perkantoran, gedung pertokoan, atau gedung pertemuan termasuk
bagiannya, rumah kantor, toko, gudang dan bangunan industri, terutang pajak

penghasilan yang bersifat final.

2.6.3 Pemotong Pajak

Pemotongan pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) menurut Pohan (2014),
yaitu apabila penyewa adalah badan pemerintah, Subjek Pajak badan dalam
negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, kerja sama operasi,
perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, dan orang pribadi yang ditetapkan oleh
Direktur Jenderal Pajak, Pajak Penghasilannya yang terutang wajib dipotong oleh
penyewa. Dan apabila penyewa adalah orang pribadi atau bukan Subjek Pajak
Penghasilan, Pajak Penghasilan yang terutang wajib dibayarkan sendiri oleh pihak

yang menyewakan.
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2.6.4 Tarif Pajak

Menurut Pohan (2014) besarnya pajak penghasilan yang terutang bagi
Wajib Pajak orang pribadi maupaun Wajib Pajak badan yang menerima atau
memperoleh penghasilan dari persewaaan tanah dan atau bangunan adalah 10%
(sepuluh persen) dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan atau bangunan dan
bersifat final.

PPh (Final) = 10% x Bruto

Yang dimaksud dengan jumlah bruto nilai persewaan adalah semua jumlah yang
dibayarkan atau terutang oleh penyewa dengan nama dan dalam bentuk apa pun
juga yang berkaitan dengan tanah dan/atau bangunaan yang disewa termasuk
biaya perawatan, biaya pemeliharaan, biaya keamanan, biaya fasilitas lainnya dan
“service charge” baik yang perjanjiannya dibuat secara terpisah maupun yang

disatukan.

2.7 Akuntansi Pajak
2.7.1 Pengertian Akuntansi Pajak

Menurut Supriyanto (2011:2) Akuntansi Pajak berasal dari dua kata yaitu
akuntansi dan pajak. Akuntansi adalah suatu proses pencatatan, penggolongan,
pengikhtisaran suatu transaksi keuangan dan diakhiri dengan suatu pembuatan
laporan keuangan. Sedangkan Pajak adalah iuran atau pungutan wajib yang
dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (wajib pajak) untuk menutupi
pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat
ditunjuk secara langsung. Jadi Akuntansi Pajak adalah suatu proses pencatatan,
penggolongan dan pengikhtisaran suatu transaksi keuangan kaitannya dengan
kewajiban perpajakan dan diakhiri dengan pembuatan laporan keuangan fiskal
sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang terkait sebagai dasar

pembuatan Surat Pemberitahuan Tahunan.

2.7.2 Pengertian Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2)

Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) menurut Supriyanto (2011:68) adalah
salah satu pemotongan atau pemungutan pajak yang bersifat final yang dikenakan
kepada wajib pajak yang memperoleh penghasilan sebagaimana diatur dalam
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Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 4 ayat (2) seperti penghasilan
deposito, hadiah undian, dan lain-lain. Pajak ini bersifat final maksudnya adalah
kewajiban pajak oleh wajib pajak yang memperoleh penghasilan yang dikenakan
pajak ini telah berakhir artinya sudah dipotong pada saat memperoleh penghasilan
tersebut dan wajib pajak tersebut tidak mempunyai kewajiban lagi atas pajak
tersebut.

Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) bagaimana proses pencatatan
transaksi kaitannya dengan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2). Ketika perusahaan
menerima penghasilan deposito, hadiah undian, dan lain-lain sebagaimana yang
telah diatur dalam undang-undang, maka perusahaan akan dipotong Pajak
Penghasilan Pasal 4 ayat (2). Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) ini merupakan
bersifat final sehingga nantinya tidak dapat dikreditkan dengan pajak terutang
tahunan perusahaan. Oleh karena itu ketika menerima penghasilan ini maka

perusahaan akan mencatatnya sebagai biaya/pengeluaran biasa sebagai berikut:

Kas XXX
Pedapatan Deposito/Hadiah/lainnya XXX

(Mencatat penerimaan pendapatan deposito, hadiah, lainnya)

Beban Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) XXX
Kas XXX

(Mencatat Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) yang dipungut)

Bagi perusahaan yang memungut/memotong Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2)

ini akan mencatat sebagai berikut:

Beban Bunga Deposito/Hadiah/lainnya XXX
Kas XXX

(Mencatat pengeluaran untuk bunga deposito, hadiah, lainnya)

Kas XXX
Utang Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) XXX
(Mencatat Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) yang dipungut)
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BAB 3. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

3.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Praktek Kerja Nyata (PKN) merupakan salah satu mata kuliah wajib yang
harus dipenuhi oleh mahasiswa Program Studi Diploma 11l Perpajakan, Fakultas
lImu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember, guna menyusun Laporan
Praktek Kerja Nyata (PKN) sebagai salah satu syarat kelulusan untuk memperoleh
gelar Ahli Madya (A.Md) Perpajakan. Adanya persyaratan tersebut, maka
mahasiswa di akhir semester wajib melaksanakan Praktek Kerja Nyata atau
Magang, apabila mahasiswa telah menyelesaikan minimal 100 SKS dari jumlah
total 111 SKS yang harus diselesaikan. Kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) ini
berfungsi untuk menerapkan teori-teori yang telah didapat selama pelaksanaan
kuliah berlangsung ke dalam dunia kerja.

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) dapat dilaksanakan di instansi
pemerintahan, perusahaan BUMN, BUMD, maupun perusahaan milik swasta
dengan syarat adanya persetujuan dari instansi yang bersangkutan. Praktek Kerja
Nyata (PKN) dilaksanakan sesuai dengan kurikulum dan program yang telah
ditentukan oleh Ketua Program Studi dan Ketua Jurusan.

Praktek Kerja Nyata (PKN) yang akan dilaksanakan penulis, sebelumnya
melalui beberapa tahapan, antara lain sebagai berikut.

1. Sebelum melaksanakan Praktek Kerja Nyata (PKN), setiap mahasiswa
diwajibkan melakukan pemograman Kartu Rencana Studi (KRS) mata kuliah
yang akan ditempuh yaitu Praktek Kerja Nyata (PKN) dan Laporan Hasil
Praktek Kerja Nyata sejumlah 3 sks.

2. Mengikuti pembekalan yang diberikan oleh pihak Program Studi yaitu
pengarahan mengenai prosedur Praktek Kerja Nyata (PKN) dan hal-hal lain
yang berkaitan dengan Praktek Kerja Nyata (PKN). Pembekalan ini wajib
diikuti oleh mahasiswa yang akan melaksanakan Praktek Kerja Nyata (PKN).

3. Mahasiswa melakukan survei ke lokasi Praktek Kerja Nyata (PKN) yang telah

ditentukan.
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4. Setelah melakukan survei, mahasiswa mengajukan proposal kepada instansi
terkait.

5. Mendapat panggilan dan menerima surat balasan dari PT Perkebunan
Nusantara X Kebun Kertosari Jember bahwa telah diterima untuk
melaksanakan Praktek Kerja Nyata (PKN).

6. Mahasiswa ke Ketua Program Studi untuk mengisi buku daftar magang yang
telah disiapkan. Buku tersebut berisi data nama, NIM, tempat magang, surat
balasan dari instansi, surat tugas magang, dan surat tugas dosen supervisi.

7. Mahasiswa ke bagian akademik untuk membuat surat tugas yang terdiri dari
Surat Tugas Magang untuk diserahkan kepada PT Perkebunan Nusantara X
Kebun Kertosari Jember dan surat tugas Dosen Supervisi.

8. Melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) di PT Perkebunan
Nusantara X Kebun Kertosari Jember sesuai dengan jangka waktu yang sudah
ditentukan.

3.2 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata
3.2.1 Lokasi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN)

Lokasi pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) dilakukan di PT
Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember yang terletak di jalan Ahmad
Yani No. 688 Kertosari, Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember, dan nomor
telepon (0331) 334177.

3.2.2 Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN)

Jadwal pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) sesuai dengan surat tugas
nomor 634/UN25.1.2/SP/2017 yaitu dimulai dari tanggal 20 Februari 2017 sampai
dengan 21 Maret 2017 bertempat di PT Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari
Jember.
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Adapun kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) ini dilakukan sesuai dengan
jam kerja di PT Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember yaitu:
Tabel 3.1 Hari dan Jam Kerja Praktek Kerja Nyata di PT Perkebunan Nusantara X

Kebun Kertosari Jember

Hari Kerja Jam Kerja
Senin — Jum’at 07.30 - 15.00 WIB
Sabtu 07.30-13.00 WIB
Minggu Libur

Sumber: PT Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember (2017)

3.3 Ruang Lingkup Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata
3.3.1 Ruang Lingkup Kegiatan

Pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) penulis ditempatkan pada
bagian perpajakan, di bagian perpajakan ini penulis diberi tugas untuk mengecek
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) karyawan atas formulir aktivasi e-FIN,
melakukan pendampingan terhadap karyawan untuk pelaporan  Surat
Pemberitahuan Elektronik (e-SPT) melalui layanan e-Filling, membantu merekap
pajak sewa lahan PT Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember untuk
bulan Februari 2017, dan membantu mengisi formulir Daftar Bukti Pemotongan
Pajak Penghaasilan Pasal 4 ayat (2) Final untuk masa pajak Februari 2017.
Sehingga akan dibuat Laporan Tugas Akhir oleh penulis dengan judul “Prosedur
Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final atas Sewa Lahan pada PT
Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember”.

3.3.2 Kegiatan yang Dilakukan Secara Terjadwal Selama Praktek Kerja Nyata
Selama pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN), penulis melaksanakan
beberapa kegiatan yang ada di PT Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari

Jember yang dapat dilihat dalam Tabel 3.2 berikut ini:
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Tabel 3.2 Kegiatan yang Dilakukan Secara Terjadwal Selama Praktek Kerja Nyata

di PT Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember

Waktu Pelaksanaan Kegiatan Penanggung Jawab
(@) (b) (c)
1. Diterima di PT Perkebunan 1. Karmaji, S.T.
Nusantara X Kebun Kertosari Asisten Manajer
Jember oleh bagian Sumber SDM
Daya Manusia (SDM).
2. Penempatan di bagian
Perpajakan. 2. Deddy Krisna, S.E.
20/02/2017 3. Membantu  mengecek data Bagian Perpajakan
Nomor Pokok Wajib Pajak 3. Deddy Krisna, S.E.
(NPWP) karyawan PT Bagian Perpajakan
Perkebunan Nusantara X Kebun
Kertosari Jember untuk SPT
Tahunan 2016 atas formulir
aktivasi e-FIN.
Membantu mengecek data
karyawan tetap PKWT PT
Perkebunan Nusantara X Kebun Deddy Krisna, S.E.
21/02/2017 s.d ) ] _ )
Kertosari Jember sesuai dengan Bagian Perpajakan
22/02/2017 g _
formasi bagian dan penataan
Tembakau Bawah Naungan (TBN)
MTT 2017/2018.
o ) Bambang Sihono
Mengikuti survey lapangan di _
) _ ~ Bagian pendataan aset
23/02/2017 Kawasan Berikat Unit Industri )
) perusahaan Bobbin
Bobbin, Jelbuk, Jember.
Melanjutkan membantu mengecek
24/02/2017

data karyawan tetap
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(@)

(b)

()

PKWT PT Perkebunan Nusantara
X Kebun Kertosari Jember sesuai
dengan formasi  bagian dan
penataan Tembakau Bawah
Naungan (TBN) MTT 2017/2018.

Deddy Krisna, S.E.
Bagian Perpajakan

25/02/2017

Mengikuti kegiatan jalan sehat
bersama seluruh karyawan PT
Perkebunan Nusantara X Kebun
Kertosari Jember, di wilayah kerja
Tembakau Bawah Naungan (TBN)
IX daerah Bandara Notohadinegoro
sampai daerah Penataran Rowo.

Drs. Suryanto
Kepala Dinas

Keamanan

27/02/2017 s.d
06/03/2017

Membantu  pengisian  System
Application and Product (SAP)
karyawan kontrak PT Perkebunan
Nusantara X Kebun Kertosari
Jember untuk Kebun Kertosari,
Kebun  Ajung, dan  Kebun

Sukowono.

Karmaji, S.T.
Asisten Manajer SDM

07/03/2017 s.d
09/03/2017

Membantu merekap pajak sewa
lahan untuk bulan Februari 2017
PT Perkebunan Nusantara X Kebun
Kertosari Jember.

Deddy Krisna, S.E.
Bagian Perpajakan

10/03/2017

Membantu mengisi formulir Daftar
Bukti Pemotongan atau
Pemungutan PPh Pasal 4 ayat (2)
Final untuk masa pajak Februari
2017 PT Perkebunan Nusantara X

Kebun Kertosari Jember.

Deddy Krisna, S.E.
Bagian Perpajakan
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(@) (b) (c)
Mengikuti kegiatan jalan sehat
bersama seluruh karyawan PT
Perkebunan Nusantara X Kebun Drs. Suryanto
11/03/2017 Kertosari Jember, di wilayah kerja Kepala Dinas
Tembakau Bawah Naungan (TBN) Keamanan
XI didaerah Bulangan D s.d. daerah
Penataran Gambiran.
Mengambil data e-FIN karyawan di )
: Deddy Krisna, S.E.
13/03/2017 Kantor Pelayanan Pajak Pratama _ )
Bagian Perpajakan
Jember
Membantu menata berkas data e-
14/03/2017 s.d FIN karyawan PT Perkebunan Deddy Krisna, S.E.
15/03/2017 Nusantara X Kebun Kertosari Bagian Perpajakan
Jember
Membantu pelaporan Surat
Pemberitahuan Elektronik (e-SPT)
PPh Pasal 21 karyawan PT ]
16/03/2017 s.d Deddy Krisna, S.E.
Perkebunan Nusantara X Kebun _ )
17/03/2017 ) ] Bagian Perpajakan
Kertosari Jember melalui laman
Direktorat Jenderal Pajak yaitu
layanan e-Filing.
1. Mengikuti kegiatan senam pagi
bersama seluruh karyawan PT
Perkebunan Nusantara X Kebun
Kertosari Jember; Deddy Krisna, S.E.
18/03/2017

2. Membantu pelaporan  Surat

Pemberitahuan  Elektronik  (e-
SPT) PPh Pasal 21 karyawan PT

Perkebunan Nusantara X Kebun

Bagian Perpajakan
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(@) (b) (©

Kertosari Jember melalui laman
Direktorat Jenderal Pajak yaitu
layanan e-Filing.

Melaporkan SPT PPh Pasal 21, PPh
Pasal 23, dan PPh Pasal 4 ayat (2) Deddy Krisna, S.E.

Final ke Kantor Pelayanan Pajak Bagian Perpajakan

20/03/2017

Pratama Jember.

Membantu pelaporan Surat
Pemberitahuan Elektronik (e-SPT)
PPh Pasal 21 karyawan PT
21/03/2017 Perkebunan Nusantara X Kebun

Kertosari Jember melalui laman

Deddy Krisna, S.E.

Bagian Perpajakan

Direktorat Jenderal Pajak yaitu
layanan e-Filing.

3.4 Jenis dan Sumber Data
3.4.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN)
ini yaitu data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data informasi yang berupa
simbol angka atau bilangan. Data kuantitatif pada pelaksanaan kegiatan ini berupa
bukti pembayaran Imbalan Pemakaian Lahan (IPL), rekapitulasi bukti
pembayaran Imbalan Pemakaian Lahan (IPL), lampiran perkiraan, bukti keluar
kas/bank, bukti pembayaran pada Bank Mandiri, Surat Setoran Elektronik (SSE),
SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final, Daftar Bukti Pemotongan
PPh Pasal 4 ayat (2) Final, Bukti Pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) Final atas
penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan, dan Bukti Penerimaan Surat

yang akan dinyatakan dalam bentuk numerical serta diolah secara elektronik.
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3.4.2 Sumber Data

Data yang digunakan dalam pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN)
ini diperoleh penulis dari PT Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember
lebih tepatnya di bagian perpajakan yaitu Bapak Deddy Krisna, S.E., selaku
pembimbing selama kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN). Penulis juga
mendapatkan data dari bagian Perencanaan dan Pengendalian mengenai
penyewaan lahan tanaman. Serta memperoleh data dari pihak lain berupa data
olahan yang memperkuat data primer yaitu, data sekunder seperti artikel, internet,

jurnal, dan lain-lain.

3.5 Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam pelaksanaan Praktek

Kerja Nyata (PKN) adalah sebagai berikut:

a. Studi Pustaka
Studi pustaka yaitu metode pengumpulan data dengan menggunakan buku,
internet, dan referensi yang berhubungan dengan laporan Praktek Kerja Nyata
(PKN) ini.

b. Observasi
Observasi yaitu metode pengumpulan data dengan cara mengamati dan
melibatkan diri secara langsung atau peninjauan secara cermat dalam kegiatan
kerja untuk mengetahui langsung keadaan yang sebenarnya terjadi atau riil di
lapangan.

c. Wawancara
Selain itu penulis juga menggunakan metode wawancara untuk memperoleh
data dan juga meminta penjelasan terkait beberapa hal yang belum dipahami
kepada narasumber, yaitu dengan Bapak Deddy Krisna, S.E. selaku bagian

perpajakan di PT Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember.
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BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) pada PT

Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember tentang Prosedur Pemotongan

Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final atas Sewa Lahan dapat ditarik

kesimpulan sebagai berikut.

1. PT Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember sebagai pihak penyewa
lahan, berkewajiban untuk menghitung dan memotong Pajak Penghasilan
(PPh) Pasal 4 ayat (2) Final yang terutang atas sewa lahan pada bulan Januari
2017 dengan mengalikan tarif sebesar 10% dari total Nilai Objek Pajak
(NOP);

2. Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final terutang paling lambat
tanggal 10 bulan takwin berikutnya ke Bank Persepsi atau Kantor Pos dan
Giro. Hal ini PT Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember menyetor
Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final yang terutang atas sewa lahan ke
Bank Mandiri Jember menggunakan Surat Setoran Elektronik (SSE) atau e-
billing system pada tanggal 9 Februari 2017; dan

3. Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final terutang paling lambat
tanggal 20 bulan takwin berikutnya ke Kantor Pelayanan Pajak. Hal ini PT
Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember melaporkan Pajak
Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final yang terutang atas sewa lahan pada Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Jember dengan menyerahkan Surat Pemberitahuan
Pajak (SPT) Masa beserta daftar bukti potong pada tanggal 16 Februari 2017.

Sedangkan terkait poin penting dalam Prosedur Pemotongan Pajak

Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final atas Sewa Lahan pada PT Perkebunan

Nusantara X Kebun Kertosari Jember, penulis menyimpulkan bahwa PT

Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember dalam melakukan kewajiban

perpajakannya sudah tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.
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5.2 Saran

Berdasarkan uraian penilaian penulis terhadap Prosedur Pemotongan Pajak
Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final atas Sewa Lahan pada PT Perkebunan
Nusantara X Kebun Kertosari Jember, penulis mengharapkan PT Perkebunan
Nusantara X Kebun Kertosari Jember bisa tetap konsisten dalam melaksanakan
kewajiban perpajakannya, mengingat pajak yang dibayarkan merupakan salah satu

sumber pemasukan terbesar untuk menyejahterakan kehidupan bangsa Indonesia.
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Lampiran 1. Surat Permohonan Praktek Kerja Nyata

— N
l"

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGL DAN PENDIDIKAN TINGH
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

L Saliasaian 57 < Sampis i 1 egelnes
Pty AANTR ASASRATITRAD Dy (00NN ) FE3ENE dembns 0H121

L) - Ml e ung oy

Nomor (4948/UN25.1.2/KM /2016 lember, 28 Desember 2016
Lampiran  : 1 (satu) eksemplar

Perthal - Permohonan Magang Mandiri

Yth. Pimpinan

PTPN X Kebun Kertosari

JEMBER

Dalam rangka mengembangkan dan mengaplikasikan wawasan kellmuan serta memperiuas
pengalaman mahasiswa di lapangan, maka mahasiswa D3 Perpajakan Fakultas llmu Sosial
dan limu Politik (FISIP) Universitas Jember olan mengadalan Kegiatan magang mandin
yang rencananya akan dilaksanukan pada tanggal 20 Pebruart s.¢. 21 Maret 2017

Sehubungan dengan hal tersebut, Kami mengharap dengan hormat  kesediaan §

Sautara
memberikan kesempatan kegiatan magang mahasiswa kami pada instansi yang Saudar pimpin.

Adapun nama mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan magang sebagai berikut

L. Nama : Nawang Nidlo Titisari
NIM 140903101049

2. Nama - Diah St Lastika
NIM 140903101052

3. Nama siska Tri Noer Alsah
NIM 140903101055

4. Nama - Abbel Bresa Zahlul F.
NIM 140903101057

5. Nama Gianeke Putri Agustin
NIM 140903101058

Bersama Inl pula kami lampirian proposal magang

Atas perhatian dan kesedisannya disampaikan terima hasih

u Dekan 11,

Y g pys Supriyadi, M.Si
8 ”lP 19580317 198503 1 603
e bOVve_J

DU myiog v ttamging owead o 2975 ey
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Lampiran 2. Surat Balasa

n Praktek Kerja Nyata

Y Kebun Kertosari
Jalan A. Yani 688 Kertosari Jember 63181
> 4 ptpn X Telp, (0331} 334177 Fax, (0331) 322854
E-mail - kt kertasari@®ptpn10.co.id

Nomor : IC-INSIP/17.006 Kertosari, 13 Januari 2017
Lampiran S
Perihal : Hiin Magang Mandiri
Kepada Yth.
PEMBANTU DEKAN III

FAKULTAS SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER

Jalan Kalimantan No. 37
Jember

Menjawab Surat Saudara No : 4948/UN.25.1.2/KM/2016 tanggal 28 Desember 2016,

perihal 1jin Magang Mand

iri atas nama :

1. NAWANG NIDLO TITISARI  ( NIM : 140903101049 )
2. DIAH SRI LASTIKA ( NIM : 140903101052 )

3. SISKATRI

NOER AISAH ( NIM : 140903101055 )

4. ABBEL BRESA ZAHLUL F ( NIM : 140903101057 )
5. GIANEKE PUTRI AGUSTIN  ( NIM : 140903101058 )
Pada prinsipnya kami menyetujul,
Terkalt dengan hal tersebut diatas, hendaknya berkoordinasi dengan baglan AK&U / SDM

Kebun Kertosani.

Demikian untuk menjadikan maklum,

Tuinr Tulus Ichlas

PTPERKEBUNAN NUSANTARA X

51
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Lampiran 3. Surat Tugas Praktek Kerja Nyata
4

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER

I-AKULTAS TLMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
oo Kalemantan 37 - Kaspus Bumi Tegalbolo
Tolp (0“!711““5 331342, Fax (D351) 338586 Jomber 64121

Emaul | Nopsung ac of

SURAT TUGAS

Nomor : 634/UN25.1.2/5P/2017

Berdasarkan surat dari General Manager PT. Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari
nomor : [C-INSIP/17.006 tanggal 13 Januari 2017 perihal Permohonan Tempat Magang
Mahasiswa Diploma IlI Perpajakan Universitas Jember, maka dengan ini Dekan Fakultas
limu Sesial dan llmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada mahasiswa yang

namanya tercantum di bawah ini :

No | NAMA NIM Program Studi
1. Nawang Nidlo Titisari | 140903101049 Dlpluma 111 Perpajakan
2. Diah Sri Lastika | 140903101052 | Diploma I1l Perpajakan
| 3. | SiskaTri Noer Aisah 140903101055 Diploma 111 Perpajakan
4. | Abbel Bresa Zahlul F 140903101057 Diploma 111 Perpajakan
5. | Gianeke Putri Agustin 140903 101058 Diploma 111 Perpajakan

Untuk melaksanakan keglatan magang di PT. Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosard,
mulai tanggal 20 Februart s.d. 21 Maret 2017,

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

fember, 13 Pebruari 2017
N\

an Dekan ,,'/ \

Wakil Dekan 1, ‘,"

Brs. Himawan Bayu Patriadi, MA, Ph.D.
NIP 19610828]99201 1001

Dissmpaikan Kepada -

1. Plamy PT. Perkeb N u X Kehun Kertosart
2, Kaprodi Diploma 111 Perpajaian

3. Mahasiswa vang Berssnghutan
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Lampiran 4. Surat Tugas Dosen Supervisi

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGG!
UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
11 Kalimanten 37 - Kampus Bumi Tegalboto Telp. (0331) 338586 - 331342
Fax (0331) 335586 Jember 63121 Emul_fiaipy oy 35,14

SURAT TUGAS
Nomor : 635/UN25.1.2/SP/2017

Dekan Fakultas limu Sosial dan [lmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada :

Nama : Yuslinda Dwi handini, $.50s., M.AB
NIP : 197909192008122001
jabatan ¢ Asisten Ahll

Pangkat, golongan : Penata Muda Tk. !, lii/b

Sebagal supervisi mahasiswa Program Studi Diploma IIl Perpajakan Fakultas [lmu Sosial
dan llmu Politik Universitas Jember di PT. Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosar,
terhitung mulal tanggal 20 Februari s.d. 21 Maret 2017, Adapun nama-nama mahasiswa

sebagal berikut :
| No NAMA NIM Program Studi
1. | Nawang Nidlo Titisar 140903101049 Diploma 11l Perpajakan
| 2. | Diah Sri Lastika 140903101052 Diploma Il Perpajakan
3. | Siska Tri Noer Aisah 140903101055 Diploma 1l Perpajakan
4. | Abbel Bresa Zahlul ¥ 140903101057 Diploma II] Perpajakan
5. | Glaneke Putri Agustin 140903101058 Diploma 111 Perpajakan

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 13 Februari 2017

Tembusan :

1. Deian FISIP UNE] (sebagal laporan)
2. Ketua Program Stud| DIII Perpajakan FISIP UNE)
3. Kasubag Akademik FISIP UNE|
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Lampiran 5. Surat Tugas Dosen Pembimbing

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGG!
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

JI. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Telp (0331) 335586, 2131342 Fax. (0331 335586 Jemher 68121 °

N

SURAT TUGAS
Nomor - 1020/UN25.1.2/5P/2017

Herdasarkan Rekomendasi Komisi Bimbingan Tugas Akhir Program Studi D [1l Perpajakan
Fakultas llmu Sosial Dan llmu Politik Universitas Jember, maka Dekan Fakultas limu Sosial
Dan Ilmu Politik Universitas jember menugaskan nama tersebut dibawah ini:

[z | PANGKAT/ vl
NG 1 NaMA GOLONGAN JABATAN | KETERANGAN |
I Yenl Puspita, SEME Penata Muda Tingkat ! | Tenaga DPU |
NIP, 198301012014042001 b Pengajar |
Untuk membimbing laporan hasil praktik kerja nyata mahasiswa :
Nama : Siska Tri Noer Aisah
NiM 140903101055
Program Studi = DIl Perpajakan
[udyl : Prosedur Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 4 (2) Final Atas Sewa Lahan Pada

PT Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosard Jember

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya

a Tanggal - 13 Maret 2017
aW

Dr. nto, M.Si

NIP 195808101987021002¢

Tembusan

1. Kasubag. Pendidikan

2. Milhasiswa yang bersanghkutan
3 Pcmnwl/‘
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Lampiran 6. Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata

r

DAFTAR HADIR PRAKTEK KERJA NYATA
PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
KEBUN KERTOSARI JEMBER

Numa - Siska Tn Noer Aisah
NIM - 140903101035
Keterangan ‘
No. Tnnggnlh_‘ ‘ Tanda T.ll_lgﬂn “Tin Sakit T
[ 20 Febouari 2017 | -
2 21 Februari 2017
3 22 Februari 2017
4 23 Februari 2017
5 24 Fehruari 2017 i
6 2¢ Februan 2017
7 27 Februari 017
K| 28 Februari 2017
9 |1 Marer 2017
10 | 2Marer 2017
1 I Marec 2017
12 4 Maret 2017
13 6Maret 2017 =
T 7 Maret 2017
15  Maret 2017 |
10 9 Maret 2017 ||
17 10 Maret 2017 =
i 11 Maret 2017
19 13 Maret 2017 =
20 |14 Maret 2017
N 15 Maret 2017
= 16 Marct 2017
B 17 Maret 2017
24 18 Maret 2017 = i
| 25 20 Mares 2017 B
26 | 21 Marec2017
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Lampiran 7. Daftar Nilai Praktek Kerja Nyata

-

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
J1 Katerwagsm No. 57 Kamspos Tegafbots Seruder 68121
Tefe (0331) 335585, 331343 Vaon (U1 1) 539580 Vowsd |  foiprse) et e oot

NILATHASIL PRAKTEK KERJANYATA
PROGRAM STUDI DIPLOMA 1 PERPAJAKAN ~ FISIP UNEJ

= : = : NILAL
I NO. INDIKATOR PENILAIAN | — o —
{ ‘ ) ANGKA HURUF
1 ‘ Penguasaan Maten Tugas 85 A
72 | Kemampuan / Kenasama 0 A
3 [tk N 90 A
4 Disptin - 90 A
NILAI RATA - RATA 88,75 A
Identitas Mahasiswa vang dimilas :
Nama Siska Tri Noer Awsah
NIM . 10903101055
Jurusan lmu Admimstras:
Program Studi : Diploma 111 Perpajakan
Yang Menilai
Nama Wedy Yunanto, S H
Jabatan Asisten Manajer Sckretans Umum
Instansi PT Perkebunan Nusamtara X Kebun Kertosan Jember
Tanda Tangan

PEDOMAN PENILAIAN :

[NO. ANGKA | HURUF KRITERIA |

B! 50 LA S Bad
1.2 m™m-79 B Bak

-6 | C Cukup Baik
L4 St - 39 0 Kurang Bak

Baik |
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Lampiran 8. Surat Keterangan Selesai Magang

B Kebun Kertosarl
Jalan A. Yan| 688 Kertosarl Jember 63181
B3 ptpn X Telp, (0331) 334177 Fax [0331) 322854
E-mail : At bertosari@ptpnlO.co.id
N
No.004/SURKT/2017
Yang bertanda tangan dibawah inl !
Nama ¢ Karmaji, ST
Jabatan : Asisten Manager SDM P
Alamat : PT. Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari

Jaian A. Yani No. 688 Kertosari ~ Pakusari - Jember

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

1. Nama Mahasiswa : Nawang Nidlo Titisari

NIM ¢ 140903101049
* Program Studi : D3 - Perpajakan

2. Nama Mahasiswa : Diah Sel Lastika
NIM : 140903101052
Program Studi : D3 - Perpajakan

3. Nama Mahasiswa : Siska Tri Noer Alsah
NIM : 140903101055
Program Studi : D3 - Perpajakan

4. Nama Mahasiswa : Abbel Breza Zahlul Fiddon
NIM : 140903101057
Program Stud| : D3 - Perpajakan

5. Nama Mahasiswa : Gianeke Putri Agustin
NIM : 140903101058
Program Studi : D3 - Perpajekan

Telah melaksanakan kegiatan magang di PT. Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosar mulai
tanggal 20 Februar sampai 21 Maret 2017 atau telah menempuh kegiatan magang
selama satu bulan,

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan semestinya,

Jujur Tulus Ikhlas

Kertosari, 21 Maret 2017

PTPERKEBUNAN NUSANTARA X

)
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Lampiran 9. Daftar Kegiatan Konsultasi Bimbingan

58

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

21 Kalimantan - Keengres Tegalboto Tedp, (0031) 335586, 131342 Fax (0351 355586 Jenber 68121
Eorail.: fatsanciEod oy

DAFTAR KONSULTASI BIMBINGAN

PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN - FISIP UNE]

Dosen Pembimbing : Yeni Puspita, S.E.,M.E

Nama 2 Siska Tri Noer Aisah
NIM : 140903101055
Jurusan : llmu Administrasi

Program Studi : Diploma Il Perpajakan
Alamat Asal :JI. Teuku Cik Ditiro No. 2 Kelurahan Rogotrunan Kabupaten Lumajang

Judul Laporan :
(bahasa Indonesia)

Prosedur Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 4 (2) Final atas Sewa Lahan pada PT.
Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember

(bahasa Inggris)

Procedure of Withholding of Tax Income Article 4 (2) Final on Land Lease at PT.
Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosarl Jember

TANDA
NO | HARUTANGGAL | JAM URAIAN KEGIATAN TANGAN
PEMBIMBING
|| Jumat2é Maret| g 30 WIB | Pengajuan judul /\/
2 |28 Maret| 1000 WIB | Bimbingan BAB 1,2,3 (?[
3 [Temaeat Maret | 30 WIB | Revisi BAB1,2,3 ,{
4 |Sousw0d  Apall 0900 WiB | Bimbingan BAB 4 & S
5 | Jumav07 April 2017 | 0830 WIB | Revisi BAB 4 & § ~
6 | Selas/I1 April2017 | 1000 WIB | ACC ujian e
/
Catatan :

- Lembaran ini DIBAWA szat konsultasi agar ditanda tangani Dosen Pembimbing
- Dikumpulkan di dalam map orange pada saat mendaftar sidang laporan hasil PKN
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Digital Repository Universitas Jember

Lampiran 10. Gambar Pengukuran Lahan Tanaman

59
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Lampiran 11. Bukti Pembayaran Imbalan Pemakaian Lahan (IPL)
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Digital Repository Universitas Jember

Lampiran 12. Rekapitulasi Bukti Pembayaran Imbalan Pemakaian Lahan
(IPL)
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Repository universitas Jember

Jigital Jembe 6

Lampiran 13. Kuitansi Pembayaran Lahan
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Digital Repository Universitas Jember

Lampiran 14. Surat Perjanjian Penyerahan dan Kuasa Penggarapan Lahan
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Lampiran 16. Daftar Bukti Potong

Lamphean |2 Pevanares Diesktnr bendecs Pagak Nerser PER- S1/PA 2008

= e
DEPANTEMEN
NEUANGAN R L DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN Masa Pajak
DIREXTORAT PPh FINAL PASAL 4 AYAT (2) (BEDRE|
JENDERAL PAIAK
Bukt! Pemotongan/Pemungutan Nilal PPh Olpotong.
1 0 SITRO { SLAMET 17/SWL01/01 27/012017 4,350,000 435.000 |
2 0 [SITRO | SLAMET L7/SWL01/02 27/01/23017 1412222 347221 |
k) 0 WAAM [ SLAMET 17/SwWL01/03 27/01/2017 21733333 I‘B&
a 0 PMARYAM / LASMITO L7/5WL0L0¢ 27/01/2017 4884845 443445
5 0 SOLBHIN / SATUOND me 27/01/2017 3.055.556 05 556
3 0 #.SOLIHIN / SADIOND 17/5WL01/06 2701207 871113 7111
7 0 P HABMA, { SADIONC 17/swinyo7 27/012017 10,424 £33 1044 484
3 0 P HADI [SURAD \7swwlfos | 27/012017 13110111 1331311
s 0 & I ROKAYE 17/5W01/08 | 27/012007 2331334 433332 |
10 0 PTAMEN / TAMIN 17/5WA01/010 27jo12m7 16851.333 1483 333 |
pi 0 Wat/Senito 17/5WL01/011 7012017 8033333 01333
12 0 Rt/ Sunito 12/5W01/012 27/01/2017 1831313 323333 |
1n o Sarminto 17/5WioL/o1s 170112017 8363333 M
34 o Samuu/Sarmento 17/SWOLI0LE 7jor/2007 €500.001 450001
| 15 0 Dwi Pravetyono 12/SWW1/OLY 27/012017 3633333 363331 |
18 0 Dwi Prasetyono 17/5WA0LI016 210142017 0,906 667 36 667 |
17 o 10w Prasetyono 12/9WA0L/01 T a7onnn 7 20 304 844 2014448
pL) [ Tamin/Mphs 17/5WCLAOTA jonamy 38K 304 228,138
19 0 To SunomySatil 12/5WL0L018 270113017 2033.333 203333 |
20 L) St 17/5WA01/020 27/o1/2017 6851333 648 331 |
21 0 b/ Satik 11SWAO/001 17/01/2017 3 322223 |
2 0 ¢ Miskatn/Satik 17/9WABLA02Y 2/o007 W0 522222 1052222
3 0 t+ Sarmudin/Supard. 12swwon/0as | 22017 16716667 1471 867 |
24 0 gu,.hu-nu 12/5wWaeijo2é 220011017 TATI TR T47.778
25 0 Budin/Dars 17/5WA01,/028 o017 s 417222
| 26 0 P DursifOani 17/AWL01/020 o017 7353550 735556 |
27 0 Amin B/Haryanto 17/5WA01,/027 27019017 ) 349 404 |
| 28 0 Amn AMHaryanto 17/5WLBLO2K 7/01/2017 4561111 456111
| 29 [ Yon/Wig Wiyeno 1swonjeae | anou0nr 10,955 556 1095556 |
| 30 0 Yon "o 12/5WL01/030 27/012017 12.866.667 1.286 667
E) o | Sony Sutstng 17/5WA01/051 21/01/2017 10072. 22 1007222
n a [rardifSarisns 17/5W0/08) | 310112012 12.044 844 1204 484
13 0 Yus/ Hafna 17/5WL01/033 21012017 hanan 7222
3 0 Yus B/Kaling 17/SWL01/034 27/01/2017 .08 489 TORANG |
35 0 Muman 17/5WL01/035 27/01/2017 7,255 550 125 5%
36 0 Rah n 17/SWLD1/036 27/01/3017 1416047 341 067
7 0 Surad/Ner Surad 17/5WLD1/037 27/61/3017 1LITLYIR 1377.908
| 38 0 # Lia/Ners swradi 17/5W1L01/038 270012017 6.755 555 £75555
| 39 0 |umamo 17/SWL01/03% 27/01/2007 £.2¢6.667 426 667
: 0 [Wa 17/5WL01/040 27/01/2017 Janaaz Ja222 |
l_ JUSLAK 307.700.001 30.770.00%
-m.
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DEPARTEMEN
KEUAMGAN .. DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN Masa Pajak
DIREKTORAT PPh FINAL PASAL 4 AYAT (2) [eT3)/ETe]5T7]
JENDERAL PAIAX

fmw |

PINDAMAN 07.760.001 0.779.001
& ) To/lunfianta 1swoLioar | anetion 107207 202 778
@ [ B Atmary Abduilsh 1pswioyos | 7enon sar.rm Axrm
4 ] Asdutah 17swwonoes | e 4 7 0 Arnam
o 0 Murais swelose | 2201 10532.01 1082 321
) 0 & Vriswamom 17/swinifoss | 27012017 e AR S
“ [ P Rahmat/Athmad Host 17/swwross | 2701017 LI 872774
u ) H Hape _Isweenjodr | 270172017 10333334 1033934
e [ ] 17/5wanyioss | 27/012017 aaman s
@ °o Asrmad/Aritin 17/5We0L0a8 | 27/013017 3633333 363351
o o Satik/Sanatl 1/SWIDL050 | 270172017 5.402222 542211 |
5 o Abd Asis S anart] ar/swonosy | 27017 5361111 36411
| 52 [ M sl A/ Sjomo 1yswerjos: | azjo1017 13,216 667 1321667
E] o Tamin &/Sujono 17/5Wwoniess | 27012007 19778 anm
54 o RainNegono 1/5Wonose | 270172017 1284448 1208444
55 o CutyaminZaenal A 1swonoss | 27/01/2017 5833333 583331
K o Sarmi/uni 1/sWL/0s6 | 27/012017 2000000 200000
52 () 6 Mat/harnd 12/swwifosT | 77/0172017 A2 42121
£l 0 Liafhares 12/5WiD1/058 | 27/012017 1555556 355556
59 o Nanrk /e w083 | 27012017 3555556 355,656
| 0 o ¥ Sarwar ayswniioso | 27107 6333333 631333
| & [ 18 Latsanuel 101061 | 27/0172007 3484488 364,844
| 82 [] Sa/Sanuet wswnjos: | 271087 2202202 mam
| &3 0 PanasSanasi iswwyos | a0 2.166667 216687
6 [ 4 Sanun vswnos | st 5666667 665 567 |
o [ Sanun sjSwooss | im0 5277778 517.778
@ 0 ¥ Rfkosen uswaoioss | armpay 8333333 833333
%) 0 SO | avjif00 2811411 2631131
“ [ ﬁ sswavom | ot 333333 333333
0 0 Faysewatl uNwaom |z 12438884 L244444
0 sem/ore | avmizor 255555 25556
n 0 P/ Sciwarti wjsenoyon | armses 6333333 633333 |
” ] FaiSowati_ vpwoyon | ammenr 15555% 155.556
n 0 Pui/Sowani 1/swonon | avowenr 5000.000 500,000
1 0 swonors | ankn/aony 83331333 433333
» 0 Mach. Junaidi tpwoyors | ooty 13853 839 1388383
% ) EMONOTE | arenor 15 382,889 "’E
7 ) Mistu Wi | anotr 2988844 294 48k
" ] Mt 1/SWOLIO7E | 21017 4068 657 466567
" 0 Faus 1/5wictio79 | amenaoty 5585556 55555 |
8 0 P Makium/Nunina 1/swisiiosa | anor/2017 3404088 38284
s
F AIMLAK 537.849.999 53.784.999
0.11.52.06 tamphan 13 esbine ot Womas U -
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DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN Masa Pajak
PPh FINAL PASAL 4 AYAT (2) /

$37.840.999 53,784,999

61 () |8 Ra/mumise awwifons | anoiang 4,055,556 405 5% |
| 2 o (L wsweorfons | aneia0? 3,000,000 500.000 |
| & () v R 1swionsons | aneun? 1444400 Jana8e
8 o Sarpin/Rai 1swWioLfose | anieiia01) 1177779 a7 Ime
s o " apswioyjons | amonn? 1085556 10555
B o {Rahemat WswWioLoRe | 27/01/2017 17222 1220
| &7 o I Muhamad/Hahmat 1swoncRr | armi0n? V722322 12221
] 0 |84 Suifacn lesk 1swieyfoes | 2%/01/2017 Maea4a8 2448464
| 85 0 P Yudo/M S Sanun 12/5WL01/0RY 2013017 JLRILRtT] 1435350
0 0 Plwanysatli 1/5WL0L090 | 27/0102037 2.884.990 INK IO
9 0 Su/Satt sW0L091 | 270172017 5371778 527178
| 2 [} E&m 17/SWL0L09T | 27/0102037 1.000.200 300,000
= () P Imah/Sah 1swioyioos | azennes? 23033 233
EX) 0 P YedoSriwati 17/5wunjose | 27/01/2017 012221 1222203
= 0 Fomiah 17/SWIDL08S | 2770172037 A7232) N13223
w 0 B Al/Bohar! _17iswwyfose | 27/01/2037 15,000,600 1500.000
97 0 P Wahid/Karwi 17/5wioL/087 | 270172017 512222 521202
™ ) [Watid/Karwd 17/SWLD: 27/01/2017 2833333 n3an
“ o Farit/Karwi 17/5W101/093 | 270372017 2500000 290000
100 0 P No/Suvona 17/5We0/0100 | 27/m/2017 2535553 285 555
101 o |0 HatimiSuyono wiswoyows | 272087 1555456 183 536
102 () ¥ Da/Selamen 1/swiyowe | 270372087 2444448 286840
103 [ ManatiSetamen 1/swi00103 | 27012007 2166486 16686
104 0 | Bebunysatamen 17/swinyoia | 27/ma2087 3055556 35,456
105 o Cn/Selamen 17/swLoyo1os | 27/03/2057 135555 145,556
106 o B Mat St Hasan 17/5wi01/0106 | 27wy s iz
107 0 Yo Masan 1swy01e? | 27/01/2007 3055556 5856
108 0 » 17/swinyowe | 7712087 1666667 108,647
109 a » Sutit/Sakar 7/swioyoi0s | et 3,000 000 200,000
| 110 0 & Sk 17/swioi/o1s0 | z7/mizeny 5500000 500,000
11 0 & Musifst: Aminah 1swWIoIL | 23017 533348 s31.40%
1z 0 P Sagi/Moh. A Wafi 1zswiyonz | arpzeny 19,000,003 1.900.000
13 [ # F s/ Atedul Hamid 1swioyons | avmpery 6555556 635556
114 0 P AYSahen) vswioyone | ngpuzonr 3511131 61311
us 0 P Srifsahrofl smjswiojoits | 27/ayz017 3.166 667 316247
16 0 & Mad bwpa/Rahimat iswoy/oe | 3T 188K B89 188289
17 ] I;M 1yjswioyon? | moyaory 2833333 183333
118 0 | T — 1/SWio0N18 | 27/012017 1a13131 241113
1y 0 A | Manguna tyswiovons | arena01 2277.778 27778
120 9 Aiman 1/SWIon010 | 27/012017 3 BEd 639 3R ARY

dat.

I: AIMLAH 754.150.000 74.415.000
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DLPARTEMIN
KEUANGAN R, DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN Masa Pajak
DIREXTORAT PPh FINAL PASAL 4 AYAT (2) /
PINDAHAN
1 o Abman 1sweenota | 201017 1772778 277.778
122 o P Fatia [ Fadia P WL | oo 4.700.000 470.000
123 o Abd. Karim / Gukanm 1WA | 210172017 1522222 252222 |
124 (] | Supriyadi / Wahenn 17/5WoL01e | 27fonfa017 10,000,000 1.000.000
| 125 0 Warene 1sweoonss | 3012 7.500.000 750000
126 o ohim / Wahana 1sweLoNe | oty $232222 522223
17 0 Gun { Wihano wgswioniorsy | anm0nr 1733993 27333 |
| 128 0 Kavmars | Akmad 1swuots | 27012017 4006047 896,067
129 0 |8, Sensus f Seger 1/5W0L0L | 27010087 16.500.000 1.650.000
130 0 Vulants 17/SWoL010 | 27/01/2097 113t s
131 0 Agus tuianto 15wyl | 27w 4555 456 35555
132 [] P Wyoto / Susarnye 1sWoLoiR | a7 S 106067 S16067
13 0 Asnan 1/5Ww010133 | 27/0372017 10,085 955 1008553 |
114 [ Musammad / Saitul L7/SWLOLOL3 | 270172037 6648 400 o8 nEy
138 0 Rl / Suparto. 7sWuyons | 272087 302221 321202
136 0 Fadtha / Suparto 17SWLOYOLE | 27/01/2037 LITLITE i R2,)
147 0 [P Tigin / Ach Manisin 17/5Wwy0137 | 270102007 6508440 638089
138 0 Seger 17/5W01/0138 | 270172017 1.500.000 350,000
139 0 " Wage / Bowo 17/swiyo13s | 7707 LRTELY) 413411
140 0 Hod / Suparsih Tajis 17/5wioy/o140 | 2702017 1 666 667 168107
141 0 Supono / Umisaiman 1fswioyousr | 273207 283383 263.813
142 0 $urono | Umissmah 175wz | 270172057 45134353 5181
13 o W Risnto / Susianto 17/5W00143 | 2ymias? B248440 Be4.644
1ae 0 P Sarcpe | Mal 17/5WL0Y/0144 | 277012017 372220 $72.223 |
145 0 Asvan { S Bokayah 1swoyoss | 27012007 38REARY it b2y
146 0 #, Luhan / Solshan 17/swiions | z7i2007 332220 sz
147 0 Suit A/ Sabunal 1fswoyo17 | 77012007 ATa2In araa
188 a Bur | Saitrrsal 17/swIo)/0Me | 2702007 5055556 0,436
189 0 £ Yiro / Ach Manisn 17/5wion/0188 | 37, 7 372223 32223
1% o 17ywav01s0 | 3702007 10444 845 Lot AAS
151 o 17/5W0y/0151 | 37004/3017 1444844 144448
152 0 1swIeL0i52 |27, 7 3564844 18a4as
153 0 1WIoL0153 | 27012017 1155556 115556
154 0 1wyt | 3701017 1m0 322223
155 ° 12/5wi01/015% | 372/01/2017 15511131 1551311
1ss o 1WOLOIS | 27/010017 3822222 382221 |
157 0 WISt | 301017 5111111 s11113
153 ) Lswononss | 27/01/2017 17778 277978
159 0 b/ Yuiman WsWoL0LS | 27/01/2017 2.866.667 286667 |
10 0 AdlFuman 12/SWIDL0I60 | 27/01/2017 1.520.000 152000
F UMLAN 961081111 26.108.113

D.1.1.32.06
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DEPARTEMEN
NEUANGAN R1. DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN Masa Pajak
OIREXTORAT PPh FINAL PASAL 4 AYAT (2) F R
FENDERAL PAIAX
. - P | Bt /P | N Obyek P yang Digotong
PINDAMAN “I.ﬂl.l_!_l “.I&
i1 o A/ Yusman l7{SWUI!Qlﬂ !7”!‘2}1 2.!11_21 !u.l_ll
362 0 [Her/rusman wswwy0s2 | 77012017 242222 242.221 |
163 0 Mer/vusman 17/5WL01/0163 | 27/01/20:7 280,000 205.000 |
1hé 0 L3 ?_Ew-n |1/mmu 27/012007 11_6!!‘_7 116667
NS o MNur Masanah UISWWI!EX“ NN_I@? 12.77718 1LI77.78
304 0 |Sukur/Abman L7SWI0Y0I66 | 3/0a/2087 6222222 622,222 |
ny 0 Sumarto wswinyoie? | avmiaont 322220 322.223 |
168 o Sageng 1NSWW0L/0168 | vmasaont 2271718 227178
109 o Satish 125WL01/0160 | 23012057 8110 KKLANY
170 0 W 17/5W1L03/0170 20312000 281315 283511
171 0 Hadi Snwanto wswoyo1s | anoaszosr 11277978 14
173 0 Has Snwito wswoy0172 | armagaosr 1198889 313,600
173 o Had Sawnnto 17/5WL01/017) 20152087 5548 1M S58.004
174 o Matln sswioyo1ra | 2rmas0nr 10800 885 1 08K B
175 o TRt 17/Awi03019s | 2ymasaosr 1316667 333,047
176 0 TRt 17/SWL01/0176 2700152057 443101 S68.111
177 0 kS 17/5W0y/0177 | 220342057 1.555 556 353,536
178 0 m‘m 17/5WL01/01 7 27/03/2057 200 200
178 0 Yanto/Mulysnto 17SWL0L0179 | 27/maa0n7 #.000.000 B20,000
1m0 0 Meramad/Satar 17/swLoy0180 | a7 6055556 15,540
181 o S0t St 1/swioyoist | 2ymies7 4500000 450.000
182 0 mﬁ 175wmgew 2700172057 0055 556 gl_&_“_
183 0 SYLISE Suryan: 17/SWL01/0153 270372017 13 000,600 1.100.000
184 0 Udin/Romil 17/SWL01/D134 270172017 6581111 663111
185 0 Sumarwan/Marhawan 17/swloy01ss | 2702007 6331183 623,993 |
186 0 Udn/M Abcdal Asls 17/SWLOL0186 27001207 6.166.667 616.687
187 0 Mahamod/Salam & 175030187 | 230207 6500003 650,000
188 0 #1t/Abdulls 1/swioyolss | 27/01/2087 8,544 488 [
189 L Fit/Abdulla 17/5WLD1/0189 27J0L20LT 7900 000 19000
190 0 Mat/Kartsh llﬁwlﬂ&!ﬂ Nﬂ_!_lﬁc‘.‘l 4444 445 A4 445
191 0 P, Lt/ ndun H[SW\DHEBI d&ml? 1444484 344 444
193 0 Markasan/Ahmad Nurt! l7ﬂm£lﬂ zmymn 18313338 1A13.534
193 0 imam 1/ Kukuh Setyo U 17swioyois3 | 27012007 4333333 431333
194 0 St 12/5W00/015¢ | 37j01)2017 6.666.667 656,647 |
195 0 | Asdul Gfeon / MO 17/yw103/0195 | s7poyzon7 5277.178 527.778
196 a Mkl / Eauni 17/5WI01/0196 | 27002017 6333333 633333 |
197 0 Capeng / Masen 1swiyo1er | mpaonr 238K R89 233 529 |
198 0 Manan / 12/5W101/0198 rmmr 32:.111 N_Ll&
19 0 Manaa / 1swWI0I99 | 321017 3500.000 350,000 |
300 0 Mam / Rasihat) 17/swioyo200 | 37j0y017 21333333 2133333
.
JIMLAK 1211.105.536 121110556
0.1.1.3206 Larvpiew L2 Potwtares Direhtur endersl Pajak Nomeor POS- $1,91/2000
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DEFARTEMEN
KEUANGAN R.I. DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN Masa Pajak
DIREXTORAT PPh FINAL PASAL 4 AYAT (2) a1
BENDERAL PAIAK
Bukti Pemotongan,/ Pemu Nikai PP
PINDAHAN 1.711.105.556 121 110556
01 0 P am [ Busbhanl lm 270103017 3111111 ¥ian
_E_! 0 bmam dahaei / AL 17/SWI0L/0202 21708/ 1017 7Ml 31
203 0 Yo Pago [/ Buaitl 17/SWL03/020% 170032017 4 000 D00 400000
204 0 Hers / Ahrnad M 17/SWi01/0I04 1012007 12222 2110
206 o ;_l_ Hon [/ Toyba 17/SWL01/0J0% 270172087 LWM 100.000
206 0 P M st | & 17/5WLD1/0206 21/0152087 11277778 1427778
207 o €4 / Ladlatus soisatul H 17/5WL01/0207 270172007 4872222 487.22)
208 0 E)  Lailatus aoimatul H 17/5WAL01/020 270172017 12233 539 1223489
209 ] H Usman / Supand| _ 1swioLo2m | 27/01/3017 (SR 614484
210 o P ADL [ Suban 17/5wWiojo210 27/01/2017 1833313 283333
11 0 Husnul hotimah imam R 1WA | 27/01/2017 10555 556 1085556
152 0 |Sen { Avmad Zanur 17/5WL01/0213 27012017 2200 DO 430,000
ni 0 1P Rotum / Atvmad SHS 1)/9W103/0213 270012017 asan 482,322
114 [ Woto { Warwano 17/9WL0L/0214 17/01/7017 3,000 D00 00,000
215 o rw(m urgr 17/SWLO! 15 )70!‘2}7 9566067 216.667
216 ) [H Yan! / Moh ®fa | 17/5wWL03/0216 270042017 13277978 1.327.778
217 o H &Llufl Istians L/Swiny02e7 g_mu 1LS77.778 157774
218 0 P Enat / Moh Enat 17/Sen01/02:8 27/01/2087 13477778 1347.772
21% 9 Bdr Pal / Moh Nasan e 17/SWL0Y 0219 27/012017 2,939 444 201 944
220 Q P 5 / Moh Hasan Bawi :7/:*\91[021_1_: 27[0![1_211 3.227222 1220
gl 0 § Migks) / Suvitng # Anam 11M0§Em ?1@_1{_227 2.338 889 J!‘l_ﬂ_
22 0 P Yo / Ernawabs S0 Lestar 11M2_H_ 27, 017 2.500 000 150,000
223 o Miskal / Alrmad Acif Béish 12/5wWion/o223 | 27/01/2017 6606 647 446 867
226 0 Prato / irma tha Waidhani 17/5WA01/0224 | 27,01/2017 © 383 Wy 638 ARY
225 0 Suber/ | by Sephymoko 17/SW0L0225 | 27/01/2017 1784 448 1adas
_EI o | Wartrpund AfSolyat lw_ 27&!}0]1 7 5535556 755356
17 0 {Sop/Susan 17/SWADL/0227 | 27/04/2017 3250000 225 000
_ll ] » sgiuhm 17&!.{0121 27, 17 0566 667 nsh €87
ny o Subart 17&\“0&19 27/01[3_)!7 155130 158,333
0 0 1 AsfSutan I7MLID!30 pe/ Tz 0 bd alrrim A37.778
n o Syawa\Sawel 17/SWLD3/0231 2700102017 2581300 368,133
pir] 0 WW 17/5W10u/0232 2700 T 1.205 5% 320,556
25 o Muad-w l7[9'lw!ﬂl]! 27/0_!_@7 7910608 791,666
244 () S Foto/Madeal 17/swion/oe | st [RZIRLL) 472.778
5 0 » %M L7/SWLD1/0235 27012007 12. 771008 1277.778
pd o [Saniman/A Syahu 17/SWL01/0236 27/01/2017 2345484 234 844
FAts o Bardany/Rotman lwlﬂ 27/01/2037 E.RE6E67 686.667
3 Q Madl C/Rommat L7SWI0N/02I8 | 2701/2087 1052222 1.052.222
pal) a » gw Basgw 17/5WL01/0798 27/01/2057 2877778 287778
290 0 Sl WMz yanah 17/5W101/0240 27/012007 10,144 444 1014 484
dt
JUMLAM 1,648,750 000 164,875,000
0.1.1.32.08 Larvphen L3 Ll
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DEPARTEMEN
KEUANGAN L Masa Pajak
DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN
DINECTORAY PPh FINAL PASAL 4 AYAT (2) GI)/ETeIETT]

1 Bubti Pumstosgan/Pesungutan

1.842.730.000 144.875.000
241 o Sol IMuratyansh 17/SWioL0241 | 27/01/2047 3577778 el
242 u [ Tupae/Turmiran usweL02ar | a7jen017 4 166 666 416,060
243 0 P Dxkiny/Tumiran LI/SWIOLI0043 | 2700172017 11.000.000 1100000
244 ) Slarnet A/ASd Halem 1swioroas | 27/0y/2017 9422222 542222
245 0 Berden/Supsti 17/SWL0L0285 | 270007017 2335555 1385 558
25 [ M bshbn piatl tswoyoaas | a7poyzonr 10000005 1002000
247 ° M Muhiy 2/Supti LI/SWI0Y0247 | 27003/2017 2200000 220000
28 ° 150 1fplat Ljsenoyozas | 27pouz0nr asiin 451118
23 ° e 4/%opiat Lyjswnyoz | z7/012007 2318488 236344
250 ° S0 2/Sapiati 17/SW010350 | 27/01/2017 2155 556 2185%
%3 ° & Sapery/Sageny jswnoyorst | 271017 2 188489 Iy
pLt] ] P Anif{Rini Damayanti 17/SWI0L/0252 | 27/01/2007 2266067 #26.667
53 9 Ouygani B/Sciinin 17/swnyfozss | 270142057 4813308 LLERET)
a4 o P Lim A nat Tohs 17/swuwyozsa | 27012007 4748 589 A78am
58 0 ¥ Lin &/Muhammad Toha 17/SWI01/0255 | 27/01/2017 1472222 Jaran
256 0 i B/Mubamemad Tora 17/swinyozse | 27012007 3 650,000 565 000
157 a 17/5WLoL/0287 | 27/01/2017 10 566 466 1056 666
| 258 0 17/swwLoess | 27/01/2007 2500.000 140 000
59 0 17/5W0L0283 | 27/01/2017 4188 K39 4308 AKY
260 0 17/5WL0L0260 | 27/01/2017 222222 422322
%61 o 17/SWOLA0261 | 27/01/2017 1538 mey 151888
%62 o /w06 | 27012007 10222222 1022222 |
263 g 17/5Wio1/0263 | 270012017 2555556 735,356
4 o 17swonoz6e | 7jonamy 15207 252,778
265 o 1/owioL026s | 37/01/2017 301111 1331
266 0 12/5W0L0266 | 27/01/2017 0611113 1.061111
267 o 1/swioLo26T | 700172017 2053.5% 205,450 |
268 o Pri B/Ahmakridin 17/swion/oa6s | a7M0n/a017 3866667 M5.067 |
9 0 P Mad/Ahmakudin 1SWIOL0268 | 27/01/2017 183131 183,311 |
pe) o Leran/Ahmad Sarjono 1swonoIN | 27/0u017 3388 BES 5 589
m o Asmar/Avmad Sarjono 1/SwWIoVon | 27K0n017 az7an 487311
m ] {RshmatiAhmad Sarjona vswmorr | aiouzetr 7484884 744 434
mn [ Nerani/lafar Shody LWy | rvoyeny 4133319 anan
a4 0 Mantos A/Mshtud W 0s | anonaons 2106667 516467
s e Lnalesodic Ad ¥ LWty | ko J4asae8 384 448
7% ° M Abu 3/Sartmin LISWIO0ITE | arjoreny 1833939 1R 808
picl g P imam/Sacimin LSOOI | 2T 8,000 000 603,020
s ° Agri/Sarimin uswionioas | nmsetr 1811113 362331
273 9 18 5u/Sa0mn 1ISN03/0079 | 320301) 1611113 361111
280 (] SepardyYulatin 17/SWL01/0280 | 27/01/2017 3466 667 S et
s
|— JUMLAH 1695754484 149,573 444
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DEPARTEMEN
KEUANGAN R.. DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN Masa Pajak
DIREKTORAT PPh FINAL PASAL 4 AYAT (2) DRIBDNE
JENDERAL PAJAK N
PINDAHAN 1.695,754. 444 169.575.484
281 0 thn wal 17/5WI0L/0281 270012017 162.055.560 16.205 556
282 0 1 Muchy Mt Kurniywon, S0 17/5WiD1/0282 270112017 Elﬂ‘m 1.527.778
283 o Abd Sarmad) Gunawan 1/SWLOLA Y 2701017 13 3!3_._!23 l.)l-g__!_!l‘
284 0 M Ltio/Abdl Latip Lswionioame | 220172017 26 666567 2,666,567 |
E 0 | Gunawan/Abd Samad 17/5Wi01/02 s /012017 iﬂljll 561111
L‘i o P Sarmd MSosarwt 17/9WI0L/02 88 27/0142017 $611111 Hﬁl_
257 0 1 11/9WIOT A28 oL’ 11272 220 1122227
283 0 | Dul/Salama 177901/ OIRS 12/03/2017 1733.5313 173333 |
E o lm-u,nm- Arvmar) 17/SWIOL 0280 212/01/2017 1 238 pas 1"_..9'
230 o l_ngn_mm 17/5WA01,/0090 /o017 16222222 1 g_l_&
’_Z_’l 0 Mlh_bk&b 17/5WL0LA0201 270413017 DITIIM 7778
P 0 KM il 17/5WAoL /020 17013017 1351108 133 3_!!_
| 221 [} Aspar 17/SWLEL 0203 22/01/2017 108 889 188 885 |
M ) IMMMbnn Bt 17/SWALOLA0294 7012017 A BRSO 00 lm
[ 299 0 Pat CfAsman 17/SWR01/0295 27/012017 1444 400 144 484
i 0 P Luk/Misadin 1I/SWCLA0206 | 27/013012 2344842 36488
wm ) P Miskan ﬂmru 17/SWLOLA0297 317/01,/2017 15227 252778
% C DawySariman l7w!ﬂ J7/01/3017 A NS 6 4701“_
bl ) luusm Chisnul C HM_M)” 27/01/2017 1166847 316667 |
300 0 Sesden/Sevdn 17/SWLOL/0300 27/0172047 A022.78 AOLI_H_
01 ] TWM 17 27013017 1602222 160.222
| 302 0 P Us/Sawat! 17/5woLnioam | 27012017 6597778 655,778
303 ) SatriSunanto Anwa 17, 303 27/0172017 4,915 556 l?!&
304 o # Sin/Sanamn Anwar 17/SWL0L/03 | 2770172037 A anin
305 0 Nurhadk 17/SWL035 | 27/01/2007 10.722 222 1022222 |
306 [ # Sutar/Sumartini 17, 306 27/01/2037 2470007 287.667
07 [ 8 Sup/Sumartini 17/5WL0: 27/0120:7 2.790.000 275.000
308 0 N/ Ponina 17/5WL03/0308 | 77/m1/2057 4,066 600 365,566 |
08 0 MalPang 17/SWLDL/0308 2750352037 2311111 221111
310 0 'n! 17/5WL01/0310 2770172057 2458 5% Mﬁ
_l_!l 0 & Nar/Mxdwan 17[5’01\.0!2“1 _1_7[01{2017 AA72202 &47.222
312 0 Eddon/Mutum=ad 17/5WL01/0312 2770172057 1466667 366 657 |
13 9 Nt /Mubarmemad 17/swioyona | azoumony Acaxaes 08 439 |
314 2 P Sk Whhammad nmmngg)u an@) iNniin 95111
115 0 P Hokl/Darmawan UMUI!QJXS l?e&g) 5000000 200 200
| 316 0 P Ok Wtanvman :mwwyom !7&_1_{237 RARE A& KAN ABK
17 0 P 8as/Tajep I7Mlﬂ0“7 UN_!M? 4455556 445550
318 0 8 N Tupap 17/5wWioi/oa118 A7/0L/017 2713.118 M
319 ] |Put/Mafud ywienons | 2701017 3258 639 128809
320 ] e/ Mahtud 17/SWLOL/0320 27081017 120001 123333
AIMLAN 21079998 890 3_"7”

Larnpboen LI Peraturas Direbtor benderst Pajak Wemor PER- S1/P/2000
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DEPARTEMEN
VEUANGAN 21 DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN Masa Pajak
OIREXTORAT PPh FINAL PASAL 4 AYAT (2) (Elel:07]
JENDERAL PAIAK
| 321 0  Sa'd/Mahfud wswioyont | armsan? 2155556 215,556
_32 0 P ki Mahtud 17/5WL01/0322 21/01/2017 A DAN ANK AN BEd
| 223 0 ¥ Mamik/Suryan! 17/SWL0L/0N2Y | 27/01/2037 1535356 755556
| 122 0 AnwarfArmin Jswwijonas | ar/oiam? 2194444 219444
_!_15 [ P Rosd/Subano 17/5WL01L/0%2% 27/01/2037 4431111 441118
| 326 o |6 Am B/Nma 1SWBLAOSE | 27/01/2017 I8 L7078
| 327 0 1 Molfotimah 1SW010837 | 27/81/2017 12.866 667 1266667 |
_n_l 0 Suy fsodk AP 17/5WA01 /0328 17/01/2017 1196 667 2119 667
59 0 fsadie A 17/SWADL/03 2% 27/01/2017 2341181 234111
110 0 Pash/lodk AP 1’[9%! I'l/DIJ)_ﬂ_ﬂ 5 340001 w
31 o P Dutla/Suid Zahran 17/SWROLAD331 27/012017 16 644 844 1868 488
o {oen¥.Auan 17/SWAOL/0332 27/01/2017 420202 422222
o |WarsSapian Lyswonoaas | 27,01/2017 3227.222 322722 |
334 o 17/sWi01/0334 | 27/0172017 3.576.667 357.667
335 o H AmanatySusiati 1swioL03xs | 7/01/2017 8757.122 875722
_Z_rﬁ o H Rowdi A/Ndn 17/SAL0LA0336 HEEH 7115111 Ti1111
i{l 0 Sakn 17/SWL0L/0337 17[!10117 1174 844 217 484
EE ) ] un 17/SWI01/0338 | 27/01/7017 3658.690 365390
339 0 E’n 17M5E” 27, 2017 1&0 Ll_&_ll.;
340 0 B Thu'Salim 17[w I7M@7 13_12_21 193_12_2_
343 L] E‘: Ly/swioyolal | 27/00/2017 1973.333 197333 |
w ° P HerujAhmad Zainui 1/swios/o3ar | 27/04/1017 6232213 623223
343 0 L &M IUPMOEIl ulgmou 3777778 3INN78
364 ° M MepySuplats 17/swioniodss | 2701017 8666 556 866,666
345 0 M ?W“ 17/9Wi0L/038s 27 2017 T 444 848 Jasaad
38 ) Oy Mushing/Mdra ) 17/swionjodas | 27,01/2017 5.883.630 588390 |
347 ) P, MardyMadra'| 12/5Wio1/o3ay 27, 2017 10.222.222 1022222
a8 0 1M Myjah/udi irrwan 17/sWion/03es | 27012017 3883859 388389
244 o {Adin/Bud Fawan 17/5WI0L/08es 27/01/2017 1884 448 186484
%50 ) P, Habma/Bud irawan 175WIoLoN0 | 27/012017 1.000.000 400,000 |
351 o Adi Socigno/Bud| irewan 12/5WL0LA005) 27/01/2017 10,000,000 1.000.000
_1_51 0 Gramsarman/'M, Farban & 17/5W101 /0082 217/01/2017 9.555.556 9525_6_‘
E 0 e Tony M. Fardan S 17/5WNL01/035 % 21/013017 15.555.556 1355 5%
354 o P, yym-u 17/9WL0L /0354 275013017 2777 527778
355 0 Tarun/Ahmadi 17/59W101 /0358 2701307 & 384 448 (RN
_3_26{ -] Dt b/ Sarti Fatmanarn 17/SWLO1 0358 ey 1,664 4448 204 ast
357 o Decdie/Santi Fatrnasart 17/9Wi01 /0357 013017 1.444.004 104 484
ﬂ 0 ek C/Santi Fatmasard 17/SWL01/0358 27/01207 1500 000 250 D00
358 o . Durasit/Useman Fausl 17/SWL0L/0359 27/01/2017 42710 a2
360 -] MIN”F-&! u/smgumoo 27/01/3017 18000 000 1300 DOO
r_x AUMLAN 2.323.120002 232.312.000
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S
=

DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN
PPh FINAL PASAL 4 AYAT (2)

Masa Pajak
CTE)/EIETE)

.

F

PINDAMAN

Niw Ovpek
Pajah (Rpl

2.323.120.002

PR yung Dipatong
/Dipungst (Rp)

232,312,000

P. Yuyun/Sants Fanmasanl

17/5WL01/0362

27/01/2017

%145 €67

316 667

17/5WA01,/0362

27/01/2017

1613181

361111
]

L WaroPonart

17/5Wi01/0363

27/01/2017

42002

422222

17/SWIDL/036¢

27012017

3 S6ERED

olo|a|=|=

8. Anarg/Abd Ravd

| 1swionjoses |

70107

20 166 667

335289
—
2016867

slelelefa ls fs b b g b I

3

a4

375

37

37

378

301

clelalsleleleleles]s

103

lE Palelelelelsfe
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Lampiran 17. Bukti Pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) Final atas Sewa Lahan

L — o ————
Lumsber b 2wt - Kamtor Peduymns P
Lot b3 b | punmenvs

DEPARTEMEN KEUANGAN REFURLIK INDONESIA
DIREKTORAY JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

NPWP : [oTo] - [oTeTo] - [GTeTe] - [o] - [eT0 0] - [ ]0]e]
Nama s(mfalof ] Jefwfalv oo ol TT T T T T T T T I T TTT11]
Alumat 2 [afL] Tal T¥JATNTO] TnTol TeTsTa] [afewlwlelw] T T 1 [ 1]
Lokasi Tanah dan bt I P FEET T T FTT T LT e
atan Bangunan LI L T T ET T LT T T T T L L L L]
3222222 1% 322222
1

T«ﬂng:im_m_dga!‘ndhhmﬂ”hduﬂ!&

Jember 27 Janwan 2017
Fematong/Pemungut Pajak -
NPWP (o] - [eTeT1] - OT3Te] - [3] - [61216] - [oo1 2]
Nama efrfeiNt 0ol T T T TTTITITITITT
IK[EIBJUIN] TKTETRITTOTSTATRIOT | [ 1 11

Perhatian : 7@-«1 lu(‘lK/
1. Jumish Pajok Penghasilan atas - N
Pers. Tamb dev'otsy B L

. \

yang dipotong di stas bukan meropekm
Aredit pajak delam Surat Peenberstalioan
(SPT) Tubunan PPh Yo UNTLD YONO
2 Bakti Pomotoagan i disnggap sah N O e
spabila s dengan loaghap dan bener.
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Lampiran 18. E-Billing

7

KEMENTERIAN KEUANGAN R CETAKAN KODE
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK BILLING

TX No A1T7172286500

NPWP . 01.061.130 8626003

NAMA PERKEBUNAN NUSANTARA X KEBUN

ALAMAT JL AHMAD YANI 668

KOTA JEMBER

NOP -

JENIS PAJAK 411128 - PPh Final

JENIS SETORAN 403 - Persewaan Tanah dan Bangunan

MASA PAJAK o101

TAHUN PAJAK © 2017

NOMOR KETETAPAN -

JUMLAH SETOR Rp. 2362687 556

TERBILANG Dua Ratus Tiga Puluh Enam Juta Dua Ratus Enam Puluh Tyuh Ribu Lima

Ratus Lirma Puluh Enam Rupiah

URAIN -

NAMA PENYETOR . PERKEBUNAN NUSANTARA X KEBUN

NPWe . 01 051,130 9626 003

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.

ID BLLING
MASA AKTIF

. 017022207805231

090372017 t5.09:50

Catatan = Apatila aca kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir. Kode Billing
dapat dibuat kemball, Tanggung j[awab isian Kede 8illing ada pada Wajib Pajak yang namanya
tercantum & dalamnya
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Lampiran 19. Bukti Keluar Kas/Bank
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Lampiran 20. Bukti Pembayaran Bank Mandiri

formulir multi pembayaran

nidlti payment form man d Ir]

cabang branch tanggal dste y
| Il in with
VALIDASY S ! A d
Vst~ EBEER —— ‘ . MATA UANG RUFIAH VALUTA ASING
LS \ o s Curroncy Locw' Coranoy Fomign Cumansy
STONER: OWE 12 Lo JENIS SETORAN
" P Dapost Type
TUNAS WARKAT SENOIRI
Cash Bark MandVis Chague
! OEBET REXENING
Cotvt Acsown! Ll. l ll l l l l l I l l I l
PENERIMA
Berwficiury JUMLAH
NAMA PERLUSAHAAN PENYEDIA JASA 1o ol Total
Prowder wBsher s Marme
No PELANGGANNIMNISING. MVA TERBILANG r 4 ’
Comtomer No Studen? (0AWVA Mo i Wards
1 o el W {ols YN
PENYETOR/FEMILIK REKENING
Depositor's Mame
NAVANme L - Q00 - 'R 2017
ALAMAT & NO. TELEPON(Adraw & Teohone No ) N s
A Y (2 i A odd K proton Lol
Tujusn Trangakal undaryvey iwviesaion TANDA TANGAN TELLER | TANDA TANGAN PENYETOR
P A | aju ) nat Tolar's Signature Deposifors Signatwe
FFO28) INT y ) 3

Larbier 2 = Ut leiser Nossstan ; ' w7} J
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Lampiran 21. Bukti Penerimaan Negara

?&w& 0a/02/2017 m:ami
PEBAYARAN 50012 PAJA/PER/ M ‘
SR STRTER
;  JASA snés 5012 PAJAK PR/ QAT
BT PRI NEGHPA : PENERTMARN P

wmm 5 gﬂ%@" 10:26:27

% ) :

e -

L 4

WLE ;01

S n R

oy §§£a '
: .

e

NOKR KETETAPAN ¢ Q000
s SETRA P, 2287, .0
3 TUA RATUS TIGH AULLH BN AT TLA FETLS ENAM ALK T
l
THE KETERANGA MOMINAL. TAGTHAN MATA Uk }
N TaTAL AR IR |
|
ﬁﬁﬂ LMD ?
; | 236,267, 55.00 e ASEey, ‘
.0 \H“‘Q
Prort out 1m adalah DUMY pETDayaran yang sah 9FEB 0
| ,
S mmaareagam Tt

nazaaw,sam

| Bl i
mmm%ghmmmammmm

(A S ¥ . S S

l
|
l
I
I
l
I
I
I
l
I
l
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Lampiran 22. SPT-Masa PPh Pasal 4 ayat (2) Final

~ay

81

SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA
PAJAK PENGHASILAN FINAL PASAL 4 AYAT (2)

[X] sPNeemai

[ ] spTpembetulange-

Burga Deposito/Tabungan, Diskonto 581 dan fasa Giro

Hungs Deposito/Tabungan

1) Yarg ditwmputian i Dalim Negeei AR/
2) Yang ditempatian di Luar Negerl 411128/404
b, Diskonto Sertifikat Bank Indonesia 41112&/404
& lwa Gro A11128/400
2. Transaksi Perjualan Saham
a. Saham Pendin A11123/407
b. Bakan Saham Pendin a11123/a07
3. Dunga/Oiskonto Oblgey don Surat Berhargs Negars 411128401
4 Hadiah Undan 4111284405
5 Pavsewaan Tanah danfatas Banganan
& Penyewa sebagai Femotong Pajak 411128/403
b, Orang Privadi/Badan yang Menyetor Sendin PPh 411128403
6. lada Konatrasi
& Parencana Konstruks

Formulie ini wntuk Pem " Masa Pa)
Poju Pesgnasilan Final Fasal & Ayt (2) [oT1] s [2To]1]7]
PAIAK/WAIIH PAIAK
0]6] 1 113]0] [3].[5121¢] [olela
X x[e[s[u[N K[E[R[TlOfSTA[RICT T T T T T T T T T T
YIA[N{ ] [wlo] [e[sle] {ileimolelnl [ [T [ [ L[]

—— e

| 2.162.5755m| 10 I 23&167556'

s

1) Pergpara fasa sebagal Pemotong PPh 411123/309
2) Perweda Jass yang Menyetor Sendin PPh 411128/409
b Pelaksana Konstruks:
1) Pergpana Jas sebaga Pemotong PPh 411128/a00 3
2) Perweda lasa yang Menyetor Sendir PP 411128/409
©. Pengawas Konstrukst
1) Pergpra [asn ssbag Pemotong PFh e11328/a09
2) Ponyedia lass yang Menyetor Sandic PR £11128/400
7. Wa|ib Pajak yang Usaha Fokokoya Melkukan Pengalban
Mak atas Tarah/Banguran 4£11128/802
& Bungs Smp yang Disayarkan oieh Kop wepad:
Angaots Wb Pujk Orung Pribes aneia?
% Transaksi Denvati! Berupa Kontak Barjargha yang
Oiperdagangkan di Bursa 411128/218
10. Onviden yang Diterema/Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribad
Calam Negari 41112804019
11 Panghasian Terunts Lainnys
a
b
1UMLAN I 62758
mmgn&m&‘mvum &wm raus lima pulub snem rupiah
BAGIAN C. LAMPMRAN

PowoNo

IO

Surut Setoran Pajak - I | fembar.

Dalvar Bukti Peenotongan/Pemungutan PPh Final Pasal 4 wyat (1),

Bukts Pemotongan/Pemungutan PPh Fina Fasal £ ayat {2} ¢

Surat Kuasa Khusus.

| I—

BAGIAN D. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN

Dergan

hiiya akan segan

¥ sanksl-sanksi sesunl dengan ketentuan

perundang-undangsn yeng berkiku, says menyatatsn talws aps yarg Selah srgn beeabukae o atay bewits

E! Maica Derma

Marrgsiran-Aampieanogd sdaish benar, lenghap dan jelas. j Langsung darl WP
[ Pensoroms paiax/Piveinas [x] wuass wans Paiac [ ] Metaiui pos
Nama UIN[TTuINT6e] Im[uli[¥]o[N]o LI L) el L1 f2]of |
1]215] [s[21e] [o] [&[2]s] [olelo !wimmi tatun
da Tangan & Cs K/ Tanggal (3] 7]0[212]0]3]7] [Fanda Tangan
Tranggal| bulas | Tadan i
"'O’t.h- s ‘ | '

-

Lamphoan L1 Peranuran Diewicner Maderal Pajah Nomar PER. 53/91/200%
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Lampiran 23. Bukti Penerimaan Surat

96 -91°¢ diad d¥

seled swwap
5 ; © yeled uy sy R
RS IR PP T e e AR, SREARARER : C jeweyy
L ; dMd'N b oy o g 1 ewep
| JOWON

AVINS NYVINININ3d _.-.v_:nl._
! 8|lwisoe4 ;uods|a)

o AVEVd NYNVAYT3d HOLNYY

= HVYAVTIM HOLNYA

HVYIYd TVHIANIr LYHOIMINIA

VISINOANI ¥IM8Nd3d NVONVNIN NVINILNIWIA
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Lampiran 24. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun
1996

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 TAHUN 1996

TENTANG

PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI
PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf i Undang-undang Nomor 7
Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994, penghasilan dari
persewaan tanah dan/atau bangunan merupakan Objek Pajak Penghasilan;

b. bahwa orang pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh
penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan wajib melunasi Pajak
Penghasilan atas penghasilan tersebut;

c. bahwa untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi
kewajiban Pajak Penghasilan atas penghasilan tersebut dan sesuai dengan
Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak
penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang
Nomor 10 Tahun 1994, dipandang perlu mengatur pembayaran pajak
penghasilan atas penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan
dengan peraturan pemerintah;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan Tata
Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3263), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3566);

3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
(Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3263);sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994
Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3567);
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MEMUTUSKAN :
Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBAYARAN PAJAK
PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PERSEWAAN TANAH
DAN/ATAU BANGUNAN

Pasal 1

Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari
persewaan tanah dan/atau bangunan berupa tanah, rumah, rumah susun,
apartemen, kondominium, gedung perkantoran, rumah kantor, toko, rumah toko,
gudang dan industri, wajib dibayar Pajak Penghasilan.

Pasal 2

Orang pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari
persewaan tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib
membayar sendiri Pajak Penghasilan yang terutang atau dipotong oleh penyewa
yang bertindak sebagai Pemotong Pajak.

Pasal 3

1. Pajak Penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak
badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, adalah sebesar 6% (enam persen)
dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan/atau bangunan dan bersifat final.

2. Pajak Penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak
orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, adalah sebesar 10%
(sepuluh persen) dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan/atau bangunan
dan bersifat final.

Pasal 4

1. Dalam hal atas penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan yang
diterima atau diperoleh mulai 1 Januari 1996 sampai dengan Peraturan
Pemerintah ini berlaku telah dipotong Pajak Penghasilan berdasarkan Pasal 23
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 yang
jumlahnya sama atau lebih besar dari jumlah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3, maka pemotongan Pajak Penghasilan tersebut bersifat final.

2. Dalam hal atas penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan yang
diterima atau diperoleh mulai 1 Januari 1996 sampai dengan Peraturan
Pemerintah ini berlaku telah dipotong Pajak Penghasilan yang jumlahnya
lebih kecil dari jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 atau belum
dipotong Pajak Penghasilan, maka Wajib Pajak yang menerima penghasilan
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dari persewaan tanah dan/atau bangunan wajib membayar sendiri Pajak
Penghasilan yang kurang atau belum dipotong sejumlah Pajak Penghasilan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dan pembayaran Pajak Penghasilan
tersebut bersifat final.

3. Apabila kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dipenuhi,
maka penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan tersebut dikenakan
pajak berdasarkan tarif umum sesuai dengan Pasal 17 Undang-undang Nomor
7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994, dan berlaku sanksi-sanksinya
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan ketentuan dalam
Peraturan Pemerintah ini ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 6
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 April 1996
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 18 April 1996

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Ttd

MOERDIONO
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1996 NOMOR 46
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 TAHUN 1996

TENTANG

PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI
PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

UMUM

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf i Undang-undang Nomor 7 Tahun
1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994, penghasilan yang diterima atau diperoleh
dari persewaan tanah dan/atau bangunan merupakan Objek Pajak Penghasilan.
Dengan demikian orang pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh
penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan, maka penghasilan tersebut
termasuk dalam pengertian penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (1) huruf i Undang-undang tersebut. Dalam rangka meningkatkan kepatuhan
orang pribadi atau badan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, dan sesuai
dengan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak
Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10
Tahun 1994, maka perlu diatur cara pembayaran Pajak Penghasilan atas
penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan dengan Peraturan
Pemerintah.

PASAL DEMI PASAL
Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Apabila yang membayar sewa tanah dan/atau bangunan tersebut bukan Pemotong
Pajak Penghasilan, maka Pajak Penghasilan yang terutang wajib dibayar sendiri
oleh yang menyewakan sebagai berikut :
a. Sebesar 6% (enam persen) dari jumlah nilai persewaan tanah dan/atau
bangunan dan bersifat final dalam hal yang menyewakan adalah Wajib
Pajak badan;
b. Sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah nilai persewaan tanah dan/atau
bangunan bersifat final dalam hal yang menyewakan adalah orang pribadi.
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Apabila yang membayar sewa tanah dan/atau bangunan tersebut adalah Pemotong
Pajak Penghasilan, maka Pajak Penghasilan yang terutang dipotong oleh penyewa
atau yang membayarkan sebagai berikut :
a. Sebesar 6% (enam persen) dari jumlah nilai persewaan tanah dan/atau
bangunan dan bersifat final dalam hal yang menyewakan adalah Wajib
Pajak badan;
b. Sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah nilai persewaan tanah dan/atau
bangunan dan bersifat final dalam hal yang menyewakan adalah orang
pribadi.

Pasal 3

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) Atas penghasilan dari persewaan tanah dan/atau
bangunan yang diterima atau diperoleh mulai 1 Januari 1996 sampai dengan
Peraturan Pemerintah ini berlaku, pengenaan Pajak Penghasilannya adalah :

a. Apabila penghasilan tersebut telah dipotong Pajak Penghasilan
berdasarkan Pasal 23 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak
Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang
Nomor 10 Tahun 1994 sebesar 6% (enam persen) untuk Wajib Pajak
badan atau sebesar 12% (dua belas persen) untuk Wajib Pajak orang
pribadi, dan atas pemotongan Pajak Penghasilan tersebut ditetapkan
sebagai pemotongan pajak yang bersifat final.

b. Apabila atas penghasilan tersebut belum dipotong Pajak Penghasilan atau
telah dipotong Pajak Penghasilan yang jumlahnya kurang dari 6% (enam
persen) untuk Wajib Pajak badan atau kurang dari 10% (sepuluh persen)
untuk Wajib Pajak orang pribadi, maka atas kekurangan Pajak Penghasilan
yang terutang tersebut wajib dibayar sendiri oleh yang menyewakan, dan
atas pembayaran Pajak Penghasilan tersebut ditetapkan sebagai
pemotongan pajak yang bersifat final.

c. Apabila atas kekurangan Pajak Penghasilan yang terutang tersebut tidak
dibayar sendiri olen Wajib Pajak, maka atas penghasilan tersebut akan
dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan tarif umum sesuai dengan Pasal
17 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
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sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10
Tahun 1994,

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR
3636
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PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2002

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN

1996 TENTANG PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ATAS

PENGHASILAN DARI PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dan perlakuan yang sama
kepada penerima penghasilan dari persewaan tanah dan/ atau bangunan baik
badan maupun orang pribadi, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 tentang Pembayaran
Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/ atau Bangunan;

Mengingat :

1.

2.

Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah
dengan Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata
Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun
2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3984);

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3985);

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 tentang Pembayaran Pajak
Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/ atau Bangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 46, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3636);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
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PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 1996 TENTANG
PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI
PERSEWAAN TANAH DAN/ ATAU BANGUNAN.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 tentang

Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/ atau

Bangunan, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai
berikut:

"Pasal 2

(1) Atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang diterima
atau diperoleh dari penyewa yang bertindak atau ditunjuk sebagai
Pemotong Pajak, wajib dipotong Pajak Penghasilan oleh penyewa.

(2) Dalam hal penyewa bukan sebagai Pemotong Pajak maka Pajak
Penghasilan yang terutang wajib dibayar sendiri oleh orang pribadi
atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan.”

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai
berikut:

"Pasal 3

Besarnya Pajak Penghasilan yang wajib dipotong atau dibayar sendiri
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dari
jumlah bruto nilai persewaan tanah dan/ atau bangunan dan bersifat final."

Pasal 11

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2002.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Maret 2002
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 23 Maret 2002

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA
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Ttd
BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002 NOMOR 10

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2002

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN
1996 TENTANG PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ATAS
PENGHASILAN DARI PERSEWAAN TANAH DAN/ ATAU BANGUNAN

UMUM

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 tentang Pembayaran
Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/ atau Bangunan,
telah ditetapkan tarif Pajak Penghasilan atas penghasilan yang diterima badan dari
persewaan tanah dan/ atau bangunan sebesar 6% (enam persen) dan atas
penghasilan yang diterima orang pribadi dari persewaan tanah dan/ atau bangunan
sebesar 10% (sepuluh persen). Dalam rangka memberikan kepastian hukum dan
perlakuan yang sama kepada penerima penghasilan dari persewaan tanah dan/
atau bangunan tersebut, dipandang perlu untuk menetapkan tarif yang sama yaitu
sebesar 10% (sepuluh persen) baik atas penghasilan yang diterima badan maupun
orang pribadi.

PASAL DEMI PASAL

Pasal |
Angka 1
Pasal 2
Cukup jelas
Angka 2
Pasal 3
Cukup Jelas
Pasal 1l
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR
4174
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Lampiran 25. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

394/KMK.04/1996
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 394/KMK.04/1996
TENTANG
PELAKSANAAN PEMBAYARAN DAN PEMOTONGAN PAJAK
PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PERSEWAAN TANAH
DAN/ATAU BANGUNAN

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

a.

bahwa dengan Peraturan Pemerintahn Nomor 29 TAHUN 1996 tentang
Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah
dan/atau Bangunan, telah diatur tentang kewajiban pembayaran dan
pemotongan Pajak Penghasilan atas penghasilan dari persewaan tanah dan/atau
bangunan;

bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintan Nomor 29
TAHUN 1996, pelaksanaan pembayaran Pajak Penghasilan atas penghasilan
dari persewaan tanah dan/atau bangunan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri
Keuangan;

bahwa oleh karena itu, dipandang perlu untuk menetapkan tata cara
pembayaran, pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan
sehubungan dengan penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan,
dengan Keputusan Menteri Keuangan;

Mengingat :

1.

Undang-undang Nomor 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata
Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3262), sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 9 TAHUN 1994 tentang Perubahan atas Undang-undang
Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
(Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3566);

Undang-undang Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran
Negara Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 TAHUN 1991
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tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak
Penghasilan (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 93, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3459) dan dengan Undang-undang Nomor 10 TAHUN 1994
tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak
Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun
1991 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3567);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 TAHUN 1996 tentang Pembayaran Pajak
Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan
(Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3636);

4. Keputusan Presiden Nomor 96/M Tahun 1993 tentang Pembentukan Kabinet
Pembangunan VI;

MEMUTUSKAN :
Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PELAKSANAAN PEMBAYARAN DAN PEMOTONGAN PAJAK
PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PERSEWAAN TANAH
DAN/ATAU BANGUNAN.

Pasal 1

Penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan sehubungan
dengan persewaan tanah dan/atau bangunan berupa tanah, rumah, rumah susun,
apartemen, kondominium, gedung perkantoran, pertokoan, atau pertemuan
termasuk bagiannya, rumah kantor, toko, rumah toko, gudang dan bangunan
industri, terutang Pajak Penghasilan yang bersifat final.

Pasal 2

(1) Besarnya Pajak Penghasilan yang terutang sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 1 adalah :

a. sebesar 6% (enam persen) dari jumlah bruto nilai persewaan tanah
dan/atau bangunan dan bersifat final dalam hal kepemilikan tanah dan/atau
bangunan yang disewakan maupun yang menyewakannya adalah Wajib
Pajak badan dalam negeri atau bentuk usaha tetap;

b. sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto nilai persewaan tanah
dan/atau bangunan dan bersifat final dalam hal yang menyewakan adalah
Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri;
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c. sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto nilai persewaan tanah
dan/atau bangunan dan bersifat final dalam hal kepemilikan tanah dan/atau
bangunan yang disewakan adalah milik Wajib Pajak orang pribadi tetapi
yang menyewakannya adalah Wajib Pajak badan dalam negeri atau bentuk
usaha tetap.

(2) Yang dimaksud dengan jumlah bruto nilai persewaan adalah semua jumlah

yang dibayarkan atau terutang oleh penyewa dengan nama dan dalam bentuk
apapun juga yang berkaitan dengan tanah dan/atau bangunan yang disewa
termasuk biaya perawatan, biaya pemeliharaan, biaya keamanan, biaya
fasilitas lainnya dan "service charge" baik yang perjanjiannya dibuat secara
terpisah maupun yang disatukan.

Pasal 3

(1) Apabila penyewa adalah badan pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri,

penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, kerjasama operasi, perwakilan
perusahaan luar negeri lainnya, dan orang pribadi yang ditetapkan oleh
Direktur Jenderal Pajak, Pajak Penghasilan yang terutang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 wajib dipotong oleh penyewa.

(2) Apabila penyewa adalah orang pribadi atau bukan Subjek Pajak Penghasilan

selain yang tersebut pada ayat (1) Pajak Penghasilan yang terutang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib dibayar sendiri oleh pihak yang
menyewakan.

Pasal 4

Penyewa sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) berkewajiban untuk :

a.

memotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 pada saat
pembayaran atau terutangnya sewa;

memberikan Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Final kepada orang atau
badan yang menyewakan pada saat dilakukannya pemotongan Pajak
Penghasilan;

menyetorkan Pajak Penghasilan yang telah dipotong dengan menggunakan
Surat Setoran Pajak (SSP) pada bank persepsi atau Kantor Pos dan Giro,
selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan pembayaran
atau terutangnya sewa;

melaporkan Pajak Penghasilan yang telah dipotong dan disetor kepada Kepala
Kantor Pelayanan Pajak tempat penyewa terdaftar sebagai Wajib Pajak,
selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan pembayaran
atau terutangnya sewa.
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Pasal 5

Pihak yang menyewakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib
membayar Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan
menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) Final pada bank persepsi atau Kantor
Pos dan Giro, selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya setelah bulan
diterima atau diperolehnya sewa.

Pasal 6

(1) Wajib Pajak yang bergerak di bidang usaha persewaan tanah dan/atau
bangunan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari luar usaha
persewaan tanah dan/atau bangunan, atas penghasilan tersebut dikenakan
Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(2) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap wajib menyampaikan
Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan dengan melampirkan
Laporan Keuangan yang meliputi seluruh kegiatan usahanya.

Pasal 7

(1) Dalam hal atas penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan yang
diterima atau diperoleh mulai 1 Januari 1996 sampai berlakunya Peraturan
Pemerintah Nomor 29 TAHUN 1996 telah dipotong Pajak Penghasilan
berdasarkan Pasal 23 Undang-undang Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak
Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang
Nomor 10 TAHUN 1994 yang jumlahnya sama atau lebih besar dari jumlah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka pemotongan Pajak Penghasilan
tersebut bersifat final.

(2) Dalam hal atas penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan yang
diterima atau diperoleh mulai 1 Januari 1996 sampai berlakunya Peraturan
Pemerintah Nomor 29 TAHUN 1996 telah dipotong Pajak Penghasilan yang
jumlahnya lebih kecil dari jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 atau
belum dipotong Pajak Penghasilan, maka Wajib Pajak yang menerima
penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan wajib membayar sendiri
Pajak Penghasilan yang kurang atau belum dipotong tersebut selambat-
lambatnya tanggal 31 Desember 1996.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Keputusan ini ditetapkan oleh
Direktur Jenderal Pajak.
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Pasal 9

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini

dengan penempatannya dalam
Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Juni 1996
MENTERI KEUANGAN,
ttd

MAR'IE MUHAMMAD
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KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 120/KMK.03/2002

TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
394/KMK.04/1996 TENTANG PELAKSANAAN PEMBAYARAN DAN
PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN
DARI PERSEWAAN TANAH DAN ATAU BANGUNAN

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a.

bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 tentang Pembayaran
Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan atau Bangunan
telah dilakukan perubahan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun
2002;

bahwa sesuai dengan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2002,
pelaksanaan pembayaran Pajak Penghasilan atas penghasilan dari persewaan
tanah dan atau bangunan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Keuangan;
bahwa oleh karena itu perlu untuk menetapkan Keputusan Menteri Keuangan
tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 394/KMK.04/1996
tentang Pelaksanaan Pembayaran dan Pemotongan Pajak Penghasilan atas
Penghasilan dari Persewaan Tanah dan atau Bangunan;

Mengingat :

i

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49;
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126; Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50; Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 127; Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3985);
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3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1996 Tentang Pembayaran
Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4174);

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun 2001;

MEMUTUSKAN :
Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 394/KMK.04/1996
TENTANG PELAKSANAAN PEMBAYARAN DAN PEMOTONGAN PAJAK
PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PERSEWAAN TANAH DAN
ATAU BANGUNAN.

Pasal |
Mengubah ketentuan Pasal 2 Keputusan Menteri Keuangan Nomor
394/KMK.04/1996, sehingga seluruhnya menjadi sebagai berikut :

"Pasal 2

(1) Besarnya Pajak Penghasilan yang terutang bagi Wajib Pajak orang
pribadi maupun Wajib Pajak badan yang menerima atau memperoleh
penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah
bruto nilai persewaan tanah dan atau bangunan dan bersifat final.

(2) Yang dimaksud dengan jumlah bruto nilai persewaan adalah semua
jumlah yang dibayarkan atau terutang oleh penyewa dengan nama dan
dalam bentuk apapun juga yang berkaitan dengan tanah dan/atau
bangunan yang disewa termasuk biaya perawatan, biaya
pemeliharaan, biaya keamanan, biaya fasilitas lainnya dan "service
charge" baik yang perjanjiannya dibuat secara terpisah maupun yang
disatukan."

Pasal 11
Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2002.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini
dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 2 April 2002

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd

BOEDIONO
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Lampiran 26. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-227/PJ./2002

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP-227/PJ./2002

TENTANG
TATA CARA PEMOTONGAN DAN PEMBAYARAN, SERTA
PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN DARI PERSEWAAN TANAH
DAN ATAU BANGUNAN

DIREKTUR JENDERAL PAJAK

Menimbang :

d.

bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Menteri Keuangan Nomor
120/KMK.03/2002 tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor
394/KMK.04/1996 tentang Pelaksanaan Pembayaran dan Pemotongan Pajak
Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan atau Bangunan, perlu
untuk menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara
Pemotongan dan Pembayaran, serta Pelaporan Pajak Penghasilan dari
Persewaan Tanah dan atau Bangunan;

Mengingat :

5.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3262), sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan
Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3984);

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran
Negara Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263),
sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-undang
Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 127; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan
Atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 10; Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4174);

. Keputusan Menteri Keuangan 120/KMK.03/2002 tentang Perubahan

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 394/KMK.04/1996 tentang Pelaksanaan
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Pembayaran dan Pemotongan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari
Persewaan Tanah dan atau Bangunan;

MEMUTUSKAN :
Menetapkan :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG TATA CARA
PEMOTONGAN DAN PEMBAYARAN, SERTA PELAPORAN PAJAK
PENGHASILAN DARI PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN;

Pasal 1

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan jumlah bruto nilai persewaan adalah
semua jumlah yang dibayarkan atau terutang oleh pihak yang menyewa dengan
nama dan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan tanah dan atau bangunan
yang disewa, termasuk biaya perawatan, biaya pemeliharaan, biaya keamanan dan
service charge baik yang perjanjiannya dibuat secara terpisah maupun yang
disatukan dengan perjanjian persewaan yang bersangkutan.

Pasal 2

Penghasilan berupa sewa atas tanah dan atau bangunan berupa tanah, rumah,
rumah susun, apartemen, kondominium, gedung perkantoran, gedung pertokoan,
atau gedung pertemuan termasuk bagiannya, rumah kantor, toko, rumah toko,
gudang dan bangunan industri, dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final;

Pasal 3

Besarnya Pajak Penghasilan yang terutang bagi Wajib Pajak orang pribadi
maupun Wajib Pajak badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari
persewaan tanah dan atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah
sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan atau
bangunan.

Pasal 4

Tata Cara pelunasan Pajak Penghasilan dari persewaaan persewaan tanah dan atau

bangunan dilakukan melalui:

(1) Pemotongan oleh penyewa dalam hal penyewa adalah Badan Pemerintah,
Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha
tetap, kerjasama operasi, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, dan
orang pribadi yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal;

(2) Penyetoran sendiri oleh yang menyewakan dalam hal penyewa adalah orang
pribadi atau bukan Subjek Pajak, selain yang tersebut pada ayat (1).
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Pasal 5

Dalam melaksanakan pemotongan Pajak Penghasilan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), pihak penyewa wajib:

e. Memotong Pajak Penghasilan yang terutang pada saat pembayaran atau
terutang sewa, tergantung peristiwa mana lebih dulu terjadi;

f. Menyetorkan Pajak Penghasilan yang terutang ke Bank Persepsi atau
Kantor Pos atau dan Giro paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan
takwin berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya sewa;

g. Melaporkan pemotongan dan penyetoran Pajak Penghasilan yang
terutang ke Kepala Kantor Pelayanan Pajak paling lambat tanggal 20
(dua puluh) bulan takwin berikutnya setelah bulan pembayaran atau
terutangnya sewa.

Dalam melaksanakan penyetoran sendiri Pajak Penghasilan sebagaimana

dimaksud dalam pada Pasal 4 ayat (2), pihak yang menyewakan wajib:

a. Menyetorkan Pajak Penghasilan yang terutang ke Bank Persepsi atau
Kantor Pos atau dan Giro paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan
takwin berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya sewa;

b. Melaporkan pemotongan dan penyetoran Pajak Penghasilan yang
terutang ke Kepala Kantor Pelayanan Pajak paling lambat tanggal 20
(dua puluh) bulan takwin berikutnya setelah bulan pembayaran atau
terutangnya sewa.

Pasal 6

Dalam pembukuan Wajib Pajak yang menyewakan, wajib dipisahkan antara
penghasilan dan biaya yang berhubungan dengan persewaan tanah dan atau
bangunan dengan penghasilan dan biaya lainnya.
Bagi Wajib Pajak yang semata-mata bergerak di bidang usaha persewaan
tanah dan atau bangunan tidak diwajibkan membayar Pajak Penghasilan
Pasal 25.

Pasal 7

Dalam hal kontrak atau perjanjian sewa ditandatangani sebelum bulan Mei
2002 dan pelaksanaannya dimulai sebelum bulan Mei 2002, maka atas
penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dari persewaan
tanah dan atau bangunan dikenakan tarif sebesar 6% (enam persen) dari
jumlah bruto nilai persewaan;

Dalam hal kontrak atau perjanjian sewa ditandatangani sebelum bulan Mei
2002 tetapi pelaksanaannya setelah bulan April 2002, maka atas penghasilan
yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dari persewaan tanah dan
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atau bangunan dikenakan tarif sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah
bruto nilai persewaan;

(3) Dalam hal kontrak atau perjanjian sewa ditandatangani dan pelaksanaannya
setelah bulan April 2002, maka atas penghasilan yang diterima atau
diperoleh Wajib Pajak badan dari persewaan tanah dan atau bangunan
dikenakan tarif sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto nilai
persewaan;

Pasal 8

Pada saat mulai berlakunya Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini, maka Surat
Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-22/PJ.41/1996 tanggal 14 Juni 1996
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2002
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan

Direktur Jenderal Pajak ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik
Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 23 April 2002
DIREKTUR JENDERAL
ttd

HADI POERNOMO
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